
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/ 2015 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 

2070) tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

28/PMK.04/2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 414); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/ 2016 

tentang Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 

tentang Percepatan Pertzinan Kepabeanan Dan Cukai 

Dalam Rangka Kemudahan Berusaha (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 415); 

4. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER­ 

Ol/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logtsttk 
Berikat: 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 

ten.tang Pusat Logtsttk Berikat sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

272/PMK.04/2015 ten.tang Pusat Logistlk Berikat, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata 
Laksana Pusat Logistik Berikat; 

Menimbang 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 11 /BC/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten tang 
Kepabeanan. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau 

tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang 

yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea 

Dan Cukai Nomor PER-Ol/BC/2016 tentang Tata Laksana 
Pusat Logistik Berikat, diubah sebagai berikut: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR 

JENDERAL BEA DAN CUKAJ NOMOR PER-Ol/BC/2016 

TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya 
disingkat TPB adalah bangunan, ternpat, atau 
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 
dtgunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 
tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea 
Masuk. 

5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat 
PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar 
daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari 
tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 
(satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka 
waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 

6. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang 
melakukan kegtatan menyediakan dan mengelola 
kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB. 

7. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang 
selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan 
hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB. 

8. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB 
yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan 
usaha yang melakukan kegtatan pengusahaan PLB 
yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB 
yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. 

9. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 
yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah 
suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah 
dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan 
Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai. 

10. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya 
disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu 
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 
fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas 
tertentu. 
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11. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya 

disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 

12. Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya 

disingkat MPDE adalah media yang dapat 

menyimpan data elektronik seperti disket. compact 

disk, flash disk atau sejenisnya. 

13. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya 

disingkat PDE adalah alir informasi antar aplikasi 

dan organisasi secara elektronik yang terintegrasi 

dengan menggunakan standar yang disepakati 

bersama. 

14. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya 

disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan 

bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas 

bisnis perusahaan, pergerakan dokumen 

pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang 

bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan 

peraturan kepabeanan dan/ atau cukai. 

15. Orang adalah orang perseorangan atau badan 

hukum. 

16. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik 

Indonesia. 

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

18. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah 

atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan 

Direktorat J enderal Bea dan Cukai. 

19. Kantor Pa bean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 

dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. 
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20. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­ 
Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

21. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di PLB. 

22. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan 
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas. 

23. Perdagangan secara Elektronik yang selanjutnya 
disebut E-commerce adalah perdagangan Barang 
yang dilakukan oleh pedagang dan konsumen melalui 
sistem elektronik. 

24. PLB Industri Besar adalah PLB untuk menimbun 
barang terutama untuk tujuan didistribusikan 
kepada perusahaan industri. 

25. PLB IKM adalah PLB untuk menimbun barang 
terutama untuk tujuan didistribusikan kepada 
perusahaan industri kecil dan menengah. 

26. PLB Hub Cargo Udara adalah PLB untuk menimbun 
barang terutama untuk tujuan ekspor dan/ a tau 
transhipment. 

27. PLB E-commerce adalah PLB untuk mentmbun 
barang yang penjualannya dilakukan melalui 
Platform E-commerce. 

28. PLB Barang Jadi adalah PLB yang menimbun barang 
jadi terutama untuk tujuan distribusi selain kepada 
perusahaan industri. 

29. PLB Bahan Pokok adalah PLB yang menimbun bahan 
pokok terutama untuk tujuan distribusi selain 
kepada perusahaan industri. 

30. PLB Floating Storage adalah PLB untuk menimbun 
barang yang berlokasi di wilayah perairan. 

-5- 



Pasal 2 
(1) PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya 

berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai. 

(la) Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke 
dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) belum diperlakukan sebagai barang impor 
untuk dipakai. 

( 1 b) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang 
dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean sebagatrnana 
dimaksud pada ayat (1) dan telah diberitahukan 
ekspornya, cliperlakukan sebagai barang ekspor. 

(2) Dalam rangka pengawasan terhadap PLB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian 
dokumen dan pemeriksaan fisik. 

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan 
manaj emen risiko. 

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) 
ayat, yakni ayat (la), ayat (lb), dan ayat (5) diubah 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

31. PLB Ekspor Barang Komoditas adalah PLB untuk 

menimbun barang ekspor terutama untuk tujuan 

diperdagangkan di bursa komoditi dan/ atau pasar 

lelang komoditas. 

32. Platfomi E-commerce adalah wadah berupa aplikasi, 
situs internet, layanan konten lainnya berbasis 
internet atau transmisi elektronik lainnya yang 
digunakan untuk transaksi dan/ a tau fasilitasi 
perdagangan melalui sistem elektronik. 

33. Penyedia Platform. E-commerce adalah pihak baik 
individu, badan usaha, maupun badan hukum yang 
menyediakan Platform E-commerce. 
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Pasal 3 
(1) Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan 

pengusahaan PLB. 
(2) Penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilakukan oleh Penyelenggara PLB yang 
berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. 

(3) Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola 
kawasan untuk kegtatan pengusahaan PLB. 

(4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan PLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau 
lebih pengusahaan PLB dalam bentuk pengusahaan 
yang sama. 

(5) Pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan oleh: 
a. Pengusaha PLB; dan/atau 
b. PDPLB. 

3. Ketentuan ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah dan 
diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan satu ayat yakni 
ayat (7a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

(4) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB 
dapat diberikan kernudahan pelayanan kepabeanan 
dan cukat berupa: 
a. kemudahan pelayanan perizinan; 

b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional; 
dan/atau 

c. kemudahan kepabeanan dan cukai selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

(5) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean secara 
selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
kemudahan kepabeanan dan cukai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 
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Pasal 5 
( 1) Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah 

pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat 
lain dalam daerah pabean di dalarn PLB dapat 
disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegtatan 
sederhana yaitu: 

4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3) 
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

(6) Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) melakukan kegtatan menimbun barang 
asal luar daerah pabean dan/atau barang asal 
tempat lain dalam daerah pabean guna 
didistribusikan ke luar daerah pabean dan/ a tau 
tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka 
impor, ekspor dan/ atau transhipment. 

(7) Penyelenggara PLB dan/ a tau Pengusaha PLB dapat 
memiliki lebih dart 1 (satu) lokasi penyelenggaraan 
dan/ atau pengusahaan PLB dalam 1 (satu) izin 
penyelenggaraan dan/ atau pengusahaan PLB dalam 
hal lokasi penyelenggaraan dan/ atau pengusahaan 
PLB berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah 
atau KPU yang sama. 

(7a) Dalam hal Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha 
PLB merniliki lebih dari 1 (satu) lokasi yang berada di 
bawah pengawasan Kantor Wilayah atau KPU yang 
berbeda, izin penyelenggaraan dan/ a tau 
pengusahaan PLB ditetapkan untuk masing-masing 
Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi. 

(8) PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
berbentuk badan usaha. 

(9) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) diatur dengan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 

( 10) Terhadap Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan 
pengawasan berdasarkan manajernen risiko. 
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ayat (1) bukan merupakan kegtatan pengolahan 
(manufacture) yang menghasilkan produk baru yang 
memiliki sifat, karakteristik, dan/ a tau fungsi yang 
berbeda dari barang asal. 

dapat r. kegiatan sederhana lainnya yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(2) Kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada 

a. pengernasan atau pengernasan kembali: 
b. penyortiran; 
c. standardisasi (quality conrroil: 
d. penggabungan (kitting); 

e. pengepakan: 
f. penyetelan; 
g. konsolidasi barang tujuan ekspor; 
h. penyediaan barang tujuan ekspor; 
i. pemasangan kembali dan/ atau perbaikan; 
j. maintenance pada industri yang bersifat strategis, 

termasuk pengecatan (painting); 

k. pembauran (blending); 

I. pemberian label berbahasa Indonesia; 
m. pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda 

pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai: 
n. pelelangan barang modal asal luar daerah 

pabean: 

o. pameran barang impor dan/atau asal tempat lain 
dalam daerah pabean; 

p. pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis 
terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan 
pembatasan impor dan/atau ekspor; 

q. pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan 
Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait dalam 
rangka irnpor dan/atau ekspor; dan/atau 
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Pasal 6 

(1) Pengusahaan PLB dapat berbentuk: 

a. PLB pendukung kegtatan industri besar (PLB 

Industri Besar); 

b. PLB pendukung kegiatan industri kecil dan 

menengah (PLB IKM); 

c. PLB pendukung kegtatan hub cargo udara (PLB Hub 

Cargo U dara); 

d. PLB pendukung kegiatan E-commerce (PLB E- 

Commerce); 

e. PLB Barang J adi; 

f. PLB Bahan Pokok; 

g. PLB Floating Storage; atau 

h. PLB Ekspor Barang Komoditas. 

(2) PLB lndustri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 (satu) huruf a dan PLB IKM sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 (satu) huruf b, hanya dapat menimbun 

barang-barang yang dikeluarkan untuk kepentingan 
industri. 

(3) PLB Hub Cargo Udara sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 (satu) huruf c, berlokasi di area bandar udara 

internasional atau area pendukung bandar udara 

internasional dan hanya dapat menimbun barang 

terutama untuk kegiatan transhipment melalui kargo 

sarana pengangkut udara. 

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehtngga menjadi sebagai 

berikut: 

(3) Dalam hal kegiatan sederhana berupa pernasangan 

kembali dan/ a tau perbaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf i tidak dapat dilakukan di dalam 

PLB, kegiatan tersebut dapat dilakukan ditempat lain 

dalam daerah pabean dengan persetujuan Kepala 

Kantor Pabean dengan jangka waktu pemasukan 

kembali ke dalam PLB sesuai dengan perjanjian 

kontrak. 

-10- 



Pasal 6B 
(1) PLB Barang Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat ( 1) huruf e, hanya dapat menimbun barang 
berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). 

Pasal 6A 
(1) PLB E-commerce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf d, harus melakukan penjualan barang 
yang ditimbun di dalamnya melalui Platform E­ 

Commerce. 

(2) Penyedia Platform E-commerce dapat diselenggarakan 
oleh pengusaha PLB, PDPLB, atau pihak lain yang 
memiliki nota kesepahaman dengan Pengusaha PLB 
atau PDPLB; 

(3) Penyedia Platform E-commerce sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan badan usaha yang 
menyelenggarakan kegiatan perdagangan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
perundang-undangan mengenai E-Commerce. 

(4) Pihak lain sebagai Penyedia Platform E-commerce 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
memenuhi ketentuan: 
a. Platform E-commerce yang diselenggarakan harus 

dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan 
Cukai untuk kepentingan pemeriksaan; dan 

b. bersedia dilakukan audit kepabeanan dan cukai. 

(4) PLB Floating Storage sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 (satu) huruf g, berlokasi di area perairan sungai 
maupun laut dan hanya dapat menirnbun barang­ 
barang cair dan/ a tau gas terutama untuk kegiatan 
transhipment. 

6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, 
yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 6C 
(1) PLB Bahan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf f, hanya dapat menimbun barang 
berupa: 
a. barang kebutuhan pokok hasil pertanian, berupa: 

1. beras; 
2. kedelai; 
3. cabe; dan/atau 
4. bawang merah; 

b. barang kebutuhan pokok hasil industri berupa: 
1. gula; 
2. minyak goreng; dan/atau 
3. tepung terigu: 

c. barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan 
perikanan berupa: 
1. daging sapi; 
2. dagtng ayam ras; 
3. telur ayam ras; dan/atau 
4. ikan segar; dan/ a tau 

d. barang kebutuhan pokok lain sesuai rekomendasi 
instansi teknis terkait. 

(2) Dalam hal PLB Balian Pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf f berlokasi di wilayah 
perbatasan negara yang tercantum dalam perjanjian 
bilateral antar negara, selain menimbun barang 
kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Atas penimbunan barang di PLB Barang Jadi berupa 
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berlaku 
ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
tentang cukai. 

(3) PLB Barang Jadi dapat menimbun barang jadt selain 
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), setelah 
mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait. 
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Pasal 8 
(1) Barang yang ditimbun di dalam PLB dapat dimiliki 

oleh: 
a. Pengusaha PLB atau PDPLB; 
b. Pemasok (supplier) di luar daerah pabean; atau 

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehmgga menjadi sebagat 
berikut: 

Pasal 6D 
(1) PLB Ekspor Barang Komoditas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h harus melakukan 
penjualan melalui Bursa Berjangka dan/atau Pasar 
Lelang Komoditas setelah dipenuhi segala kewajiban 
kepabeanan dalam rangka ekspor. 

(2) Bursa Berjangka dan/ atau Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus memlliki 
nota kesepahaman dengan Pengusaha PLB atau 
PDPLB. 

(3) Bursa Berjangka dan/ a tau Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan jual 
beli komoditas sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan perundang-undangan terkait Bursa 
Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas. 

(4) Bursa Berjangka dan/atau Pasar Lelang Komoditas 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). · harus 
memenuhi ketentuan: 
a. dapat diakses oleh Direktorat J enderal Bea dan 

Cukai untuk kepentingan pemeriksaan; dan 
b. bersedia dilakukan audit kepabeanan dan cukai. 

(1) juga dapat menimbun barang-barang yang 
disepakati dalam perjanjian bilateral antar negara. 
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Pasal 9 
(1) Bangunan, ternpat, atau kawasan yang akan menjadi 

PLB harus memenuhi persyaratan paling kurang 
sebagai berikut: 
a. Memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan 

paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter 
persegt) dalam satu hamparan, kecuali: 

8. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat 
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut: 

c. importir dan/ atau eksportir di dalam daerah 
pabean. 

(2) Pemasok (supplier) di luar daerah pabean sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Pemasok barang impor; atau 
b. Pemilik atau penerima barang tujuan ekspor atau 

transhipment. 

(3) Dalam hal PLB atau PDPLB menimbun barang yang 
dimiliki oleh pemasok (supplier) di luar daerah pabean 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
penentuan status PLB atau PDPLB sebagai Bentuk 
Usaha Tetap (BUT) berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak 

berganda, dalam hal negara/yurisdiksi pemasok 
(supplier) memiliki persetujuan penghindaran pajak 
berganda dengan Indonesia; dan/ a tau 

b. sesuai peraturan perundang-undangan di bidang 
pajak penghasilan, dalam hal negara/yurisdiksi 
pemasok (supplier) tidak memiliki persetujuan 
penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. 
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pemasukan, dan pengeluaran barang ke dan dari 
luar daerah pabean atau tempat lain dalam 
daerah pabean; 

f. mempunyai tempat atau area transit untuk 
barang yang telah didaftarkan pemberitahuan 
pabeannya sebelum dilakukan pengeluaran 
barang, kecuali dalam hal calon PLB akan 
menimbun barang yang mempunyai karakteristik 
tertentu berupa barang cair, gas, atau sejenisnya: 
dan 

g. mernpunyal tata letak dan batas yang jelas untuk 
melakukan setiap kegiatan sederhana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(la) Dalam hal bangunan, tempat, atau kawasan yang 
akan menjadi PLB digunakan untuk menimbun 
Barang Kena Cukai, selain memenuhi persyaratan 
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bangunan, tempat, atau kawasan yang akan menjadi 
PLB juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tentang cukai. 

pembongkaran, pemuatan, penimbunan, 
melakukan e. mempunyai tempat untuk 

1) untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki 
penimbunan atau tempat penimbunan lain 
yang memiliki karakteristik khusus dengan 
perttmbangan Kepala Kantor Wilayah atau 
Kepala KPU; a tau 

2) PDPLB; 
b. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana 

pengangkut peti kemas dan/atau sarana 
pengangkut lainnya; 

c. mernpunyai batas-batas dan luas yang jelas: 
d. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik atas 

barang impor dan/ a tau barang ekspor; 
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Pemberitahuan Surat menyampaikan 

Pasal 10 
(1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB 

dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan 
menjadi Penyelenggara PLB mengajukan 
permohonan kepada: 
a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau 
b. Menteri c.q. Kepala KPU. 

(2) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB harus: 
a. sudah memiliki Akses Kepabeanan atau sudah 

melakukan registrasl Kepabeanan; 
b. memiliki · surat izin usaha seperti izin usaha 

transportasi, izin usaha pergudangan, atau izin 
usaha forwarding dari instansi teknis terkait; 

c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan 
suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang 
mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut 
peta lokasijtempat dan rencana tata 
letak/ denah yang akan dijadikan PLB; dan 

d. memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) memiliki SPI yang baik; 
2) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib 

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

(2) Perusahaan dan/ atau orang yang bertanggung jawab 
terhadap perusahaan yang pemah melakukan .tindak 
pidana kepabeanan, cukai dan/ atau perpajakan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak 
dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara 
PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB selama 10 
(sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani 
hukuman pidana. 
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Tahunan, serta telah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagt yang 
sudah wajib menyampaikan Surat 
Pemberit.ahuan Tahunan; 

3) tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, 
Bea Keluar, dan Cukai; 

4) memiliki proses bisnis yang jelas yang 
dibuktikan dengan profil perusahaan yang 
memuat informasi paling sedikit mengenai 
perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja: 

5) memiliki sertifikat Authorized Economic 

Operator (AEO) dan/ a tau sertifikasi lain yang 
menunjukkan kinerja dan/atau manajemen 
perusahaan yang baik yang dtterbitkan oleh 
badan atau lembaga yang berwenang; dan 

6) memiliki pengalaman manajemen logistik 
dan/atau memiliki sumber daya manusia 
lulusan manajernen Iogistik dan rantai 
pasok. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diajukan: 
a. setelah atau sebelum pemenuhan kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ct; 
dan 

b. setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri 
termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas 
Bea dan Cukai. 

(4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b belum dipenuhi, izin 
Penyelenggara PLB dapat diberikan dengan 
ketentuan wajib dipenuhi dalam jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 
atau Kepala KPU. 
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Komputer (IT Inventory) dan memiliki sistem 
penelusuran barang (traceability) dalam 
pengelolaan barang pada PLB; 

2) telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
tahun pajak terakhir bagt yang sudah wajib 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, 
serta telah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagi yang 
sudah wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan; 

Ber basis Persediaan lnformasi Sis tern 

Pasal 11 

(1) Untuk mendapatkan penetapan ternpat sebagai PLB 

dan izin Pengusaha PLB, pihak yang akan menjadt 

Pengusaha PLB mengajukan permohonan kepada: 

a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau 

b. Menteri c.q. Kepala KPU. 

(2) Pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB harus: 

a. sudah memiliki Akses Kepabeanan atau sudah 

melakukan reglstrasi Kepabeanan; 

b. memiliki surat Izin usaha seperti izin usaha 

transportasi, izin usaha perdagangan, izin usaha 

pergudangan, atau izin usaha forwarding dari 
instansi teknis terkait; 

c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan 
suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang 
mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut peta 
Iokasi /tempat dan rencana tata letak/ denah yang 
akan dijadikan PLB; dan 

d. memenuht kriteria sebagai berikut: 
1) memiliki SPI yang baik dan mendayagunakan 

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagat 

berikut: 
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3) tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, 
Bea Keluar, dan Cukai; 

4) memiliki proses bisnis yang jelas yang 
dibuktikan dengan profil perusahaan yang 
memuat informasi paling sedikit mengenai 
perkiraan investasi, daftar jenis barang yang 
ditimbun, perkiraan volume penimbunan per 
tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar 
calon pembeli (buyer}, disertai status 
perusahaan industri atau sejenisnya, dan 
jumlah tenaga kerja: 

5) memiliki sertifikat Authorized Economic 

Operator (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang 
menunjukkan kinerja dan/atau manajemen 
perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh 
badan atau lembaga yang berwenang; dan 

6) memiliki pengalaman manajernen logistik dan/ 
atau memiliki sumber daya manusia lulusan 
manajernen logtstik dan rantai pasok atau 
dalam hal tidak memiliki dapat bekerjasama 
dengan pihak lain yang ditegaskan dengan nota 
kesepahaman. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dapat diajukan: 
a. setelah atau sebelum pemenuhan kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan 
b. setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri 

termasuk ruangan dan sarana kerja bagt Petugas 
Bea dan Cukai. 

(4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b belum dipenuhi, izin Pengusaha 
PLB dapat diberikan dengan ketentuan wajib 
dipenuhi dalam jangka waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala 
KPU. 
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Surat sudah wajib menyampaikan 
Pemberitahuan Tahunan; 

Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
tahun pajak terakhir bagt yang sudah wajib 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, 
serta telah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa PPN terakhir bagt yang 

dalam penelusuran barang ( traceability) 

pengelolaan barang pada PLB; 
2. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Komputer (IT Inventory) dan memiliki sistem 
Ber basis Persediaan lnformasi Sistem 

Pasal 12 
(1) Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan 

menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepada: 
a. Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah; atau 
b. Menteri c.q. Kepala KPU. 

(2) Pihak yang akan menjadi PDPLB harus: 
a. sudah memiliki Akses Kepabeanan atau sudah 

melakukan registrast Kepabeanan; 
b. memiliki surat izin usaha seperti izin usaha 

transportasi, izin usaha pergudangan, atau izin 
usahaforwarding dari instansi teknis terkait; 

c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan 
suatu tempat. bangunan, atau kawasan yang 
mempunyai batas dan luas yang jelas, berikut 
peta lokasi /ternpat dan rencana tata letak/ denah 
yang akan dijadikan PLB; dan 

d. memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. memiliki SPI yang baik dan mendayagunakan 

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga rnenjadi sebagai 
berikut: 
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3. tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, 
Bea Keluar, dan Cukai; 

4. memiliki proses bisnis yang jelas yang 
dibuktikan dengan profil perusahaan yang 
memuat informasi paling sedikit mengenai 
perkiraan investasi, daftar jenis barang yang 
diiimbun, perkiraan volume penimbunan per 
tahun, daftar calon pemasok (supplie1j, daftar 
calon pembeli (buyer}, disertai status 
perusahaan industri atau sejenisnya, dan 
jumlah tenaga kerja: 

5. memiliki pengalaman manajernen logtsttk 
dan/atau memiliki sumber daya manusia 
lulusan manajemen logistik dan rantai pasok 
atau dalam hal tidak memiliki dapat 
bekerjasama dengan pihak lain yang 
ditegaskan dengan nota kesepahaman; dan 

6. mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara 
PLB. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diajukan: 
a. setelah atau sebelum pemenuhan kriteria 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; 
dan 

b. setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri 
termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas 
Bea dan Cukai. 

(4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b belum dipenuhi, izin PDPLB 
dapat diberikan dengan ketentuan wajib dipenuhi 
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh 
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. 
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(5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 
ayat (4) huruf a meliputi: 
a. validasi atas surat izin usaha seperti izin usaha 

transportasi, izin usaha pergudangan, atau Izin 
usaha forwarding atau dokumen sejenis yang 
dipersamakan dan bukti penguasaan lokasi. 

dan dokumen a. melakukan pemeriksaan 
pemeriksaan lokasi; dan 

b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. 

Pasal 12A 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1). Pasal 11 ayat (1). dan Pasal 12 ayat (1) 
disampaikan secara elektronik melalui Portal 
Indonesia National Single Window dalam kerangka 
Online Single Submission. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tidak dapat dilakukan secara 
elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis 
kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Wilayah 
melalui Kepala Kantor Pabean. 

(3) Dalam hal permohonan disampaikan secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sistem komputer pelayanan memberikan respon 
kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi kegtatan usaha untuk: 
a. melakukan pemeriksaan dokumen dan 

pemeriksaan lokasi; dan 
b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. 

(4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala KPU 
atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 
kegtatan usaha: 

12. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal 

yakni Pasal l 2A dan l 2B sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 12B 

(1) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB harus melakukan 

pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor 

Wilayah atau Kepala KPU. 

(2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan oleh anggota direksi perusahaan. 

(8) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b 

sesuai contoh format yang tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dart Peraturan Direktur J enderal ini. 

b. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria yang 

ditetapkan dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) 

huruf d, pasal 11 ayat (2) huruf d, atau Pasal 12 

ayat (2) huruf d. 

c. melakukan pemeriksaan Iainnya terkait 

pemenuhan kriteria, yang dipandang perlu 

berdasarkan prlnsip manajemen risiko, seperti: 

1. kesesuaian proses bisnis/kegiatan usaha 

yang dilakukan perusahaan dengan 

pemberian fasilitas PLB; dan 

2. keterkaitan jenis barang yang ditimbun 

dengan bidang usaha perusahaan. 

(6) Pemeriksaan clokumen, pemeriksaan lokasi, dan 

penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

hart kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan 

pemeriksaan lokasi dalam permohonan. 

(7) Tata cara penyampaian permohonan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal 
ini. 
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Pasal 13 
Kepala Kanwil atau Kepala KPU memberikan persetujuan 
atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B 
ayat (4) berdasarkan manajemen rtsiko, dengan 
mempertimbangkan: 

a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12; 

b. Berita Acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi dari 
Kepala Kantor Pabean; 

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga rnenjadi sebagai 
berikut: 

(3) Pemaparan sebagatrnana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya 
atau paling lambat 3 (ttga) hari ker]a setelah tanggal 
penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi. 

(4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama 
Menteri memberikan: 
a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara 
PLB, Izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB sesuai · 
contoh format yang tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini; atau 

b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan 
yang disertai dengan alasan penolakan 
berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) jam 
setelah pemaparan selesai dilakukan. 

(6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 
Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Mentert 
memberikan penolakan dengan menerbitkan surat 
penolakan yang disertai dengan alasan penolakan. 
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Pasal 13A 
(1) Dalam rangka kemudahan berusaha serta 

peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala 
Kanwil atau Kepala KPU dapat menambahkan 
ketentuan khusus dalam izin Penyelenggara PLB, izin 
Pengusaha PLB, dan/ a tau izin PDPLB yang 
dicantumkan pada lampiran surat keputusan 
penetapan izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 
dan/atau PDPLB. 

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa: 

a. Toleransi musnah tanpa sengaja sesuai dengan 
bisnis proses perusahaan dan data yang 
obyektif dan terukur; 

b. Kemudahan pemasukan, pengeluaran, 
pemuatan, pembongkaran (stripping), dan/ a tau 
penyegelan; 

c. Ketentuan mengenai Key Performance Indicators 

(KPI) perusahaan: 

14. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal l 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

bersangku tan, 
yang dituangkan dalam score/penilaian dalam format 
sebagatmana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

impact) yang 
PLB yang 

e. analisa dampak ekonomi (economic 

dihasilkan dari pemberian izin 

c. pemaparan visi, misi. dan business plan perusahaan; 
d. roadmap atau rencana pengembangan industri terkait 

dari intansi teknis terkait: dan 
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16. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan satu ayat yakni ayat (2) 

sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau 

PDPLB harus menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi tentang saat akan dimulainya kegiatan 
PLB. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pabean untuk: 

a. memberikan akses kepada Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB terhadap sistem 

komputer pelayanan; dan/ atau 

b. menugaskan Pejabat untuk melakukan kegiatan 

pelayanan dan/ a tau pengawasan. 

(3) Akses terhadap sistem komputer pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

diberikan dalam hal: 

a. Penyelenggara PLB telah memenuhi ketentuan 
dalam Pasal 10 ayat ( 4); 

b. Pengusaha PLB telah memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 11 ayat (4); atau 

c. PDPLB telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 
ayat (4). 

15. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan satu ayat yakni ayat (3) 

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

pelayanan dan pengawasan. 

memberikan 

peningkatan 

rangka 

serta 

Ketentuan lain dalam 

kemudahan berusaha 

e. 

pengeluaran barang dan/ a tau proses bisnis 

perusahaan: dan/ a tau 

jumlah volume mempertimbangkan 

d. .Jangka waktu pemberitahuan secara berkala 

dapat lebih dart 2 (dua) hari kerja dengan 
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g. perubahan kegiatan sederhana; dan/ a tau 
h. perubahan Key Performance Indicators (KPI). 

alamat b. perubahan nama dan/atau 
pemilik/ penanggung jawab: 

c. perubahan bentuk pengusahaan PLB; 
d. perubahan luas lokast: 
e. penambahan dan/atau pengurangan daftar 

perusahaan tujuan pengeluaran atau daftar 
perusahaan penimbun barang ekspor; 

f. perubahan jenis barang yang ditimbun; 

Pasal 16 
(I) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

dapat mengajukan permohonan perubahan data izin 
Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 
PDPLB, berupa: 

a. perubahan alamat perusahaan, dan/atau Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan: 

17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 
(1) Jangka waktu izin Penyelenggara PLB, Pengusaha 

PLB, dan/atau PDPLB berlaku untuk waktu yang 
tidak terbatas sampai dengan: 
a. izin usaha sudah tidak berlaku Iagi: 
b. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah 

tidak berlaku lagt: dan/ atau 
c. izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 

dan/ atau PDPLB dicabut. 
(2) Izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau 

PDPLB dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan 
pencabutan izin oleh Kepala Kantor Wilayah atau 
Kepala KPU. 
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(2) Permohonan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) 
dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai 
berikut: 
a. atas permohonan perubahan alamat perusahaan 

dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
perusahaan dilampiri: 
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru, 

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang 
baru; dan 

2. surat Izin tempat usaha atau izin lokasi, surat 
izin usaha perdagangan atau dokumen sejenis 
yang dipersamakan dengan alamat perusahaan 
yang baru. 

b. atas permohonan perubahan nama dan/ a tau 
alamat pemilik/penanggung jawab dilampiri: 
1. perubahan akta pendirian perusahaan yang 

telah mencantumkan nama penanggung jawab 
yang baru dan pengesahannya; dan 

2. identitas penanggung jawab yang baru. 
c. atas permohonan perubahan bentuk pengusahaan 

PLB dilampiri; 
1. Surat rekornendast dari Kantor Pabean; dan 
2. Surat Pernyataan yang menyatakan kesiapan 

lokasi PLB telah memenuhi kriteria dan 
persyaratan bentuk pengusahaan PLB yang 
baru. 

ct. atas permohonan perubahan luas lokasi dilampiri: 
1. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dart Kantor 

Pabean yang mengawasi PLB; dan 
2. bukti penguasaan lokasi. 

e. atas permohonan penambahan dan/atau 
pengurangan daftar perusahaan tujuan 
pengeluaran atau daftar perusahaan penimbun 
barang ekspor dilampiri: 
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pelayanan; atau 
b. secara tertulis, dalam hal permohonan tidak dapat 

dilakukan secara elektronik. 
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU 
menerbitkan persetujuan atau penolakan dengan 
jangka waktu: 

rnelalui sistem komputer a. secara elektronik 

Pasal 17 
(1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan kepada Kepala 
Kantor Wilayah a tau Kepala KPU: 

18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

f. atas permohonan perubahan jenis barang yang 
ditimbun dilampiri: 

1) izin usaha perusahaan tujuan pengeluaran 
jenis barang yang ditimbun di tempat lain 
dalam daerah pabean; dan/ a tau 

2) izin usaha perusahaan yang melakukan 
penimbunan barang untuk tujuan ekspor. 

g. atas permohonan perubahan kegiatan sederhana 
dilampiri dengan Surat Pernyataan yang 
menyebutkan alasan perubahan. 

h. atas permohonan Perubahan KPI dilampiri dengan 
Surat Pernyataan yang menyebutkan alasan 
perubahan. 

yang pengeluaran perusahaan tujuan 
ditambahkan; dan 

2. izin usaha perusahaan tujuan pengeluaran 
yang ditambahkan. 

1. Perjanjian ker]a sama (Memorandum of 

Understanding) antara pengusaha PLB dengan 
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Pasal 19 
(1) Terhadap barang yang dimasukkan ke PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib 
dilakukan pembongkaran (stripping) dari peti kemas. 

19. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (2a) sehtngga Pasal 19 berbunyi sebagai 
berikut: 

a. Paling lama 3 (tiga) jam dalam hal permohonan 
diajukan secara elektronik melalui sistem 
komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a; a tau 

b. Paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam hal 
permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat 
melakukan perubahan data Izin Penyelenggara PLB, 
izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB tanpa melalui 
permohonan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 
atau PDPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
berdasarkan: 
a. hasil pemeriksaaan Pejabat: dan/atau 
b. rekomendasi dari instansi teknis terkait. 

(4) Surat permohonan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan tata cara 
perubahan data izin PLB sesuai contoh format dan 
tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Persetujuan perubahan data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan perubahan data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format 
sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur J enderal ini. 
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Pasal 22 
( 1) Pemasukan barang dari tern pat lain dalam daerah 

pabean ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 huruf c hanya dapat dilakukan terhadap: 
a. barang untuk mendukung barang asal luar daerah 

pabean yang dttimbun di PLB; 
b. barang yang secara lazim dibutuhkan untuk 

mendukung kegiatan sederhana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 

c. barang untuk tujuan ekspor dalam rangka 
konsolidasi ekspor atau penyediaan barang 
ekspor; dan/atau 

d. barang untuk tujuan khusus di tempat lain dalam 
daerah pabean. 

20. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (2a), ayat (3) diubah, serta ayat (4), ayat (5) 
dan ayat (7) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 22 
berbunyi sebagai berikut: 

(2) Pembongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan segera setelah barang 
dimasukkan ke PLB dengan mengacu kepada proses 
bisnis perusahaan. 

(2a) Dalam hal proses bisnis perusahaan menyebabkan 
pernbongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan segera, 
barang yang dimasukkan ke PLB dapat ditunda 
pembongkaran (stripping) dari peti kemas dengan 
persetujuan Kepala Kantor Pabean. 

(3) Kewajiban pembongkaran (stripping) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan terhadap: 
a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau 
b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala 

Kantor Pabean dengan mempertimbangkan profil 
risiko perusahaan. 
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Pasal 25 
(1) Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di 

FLB dapat dikeluarkan untuk: 

21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga 
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

pemberitahuan pemasukan barang asal ternpat lain 
dalam daerah pabean ke TPB. 

(2a) Dalam hal pemasukan barang asal tempat lain dalam 
daerah pabean ke PLB: 
a. dilakukan oleh selain pengusaha kena pajak: 

dan/atau 
b. bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, 
tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM) serta tidak menerbitkan 
faktur pajak. 

(3) Atas pemasukan barang dari tempat lain dalam 
daerah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor, 
pemenuhan ketentuan ekspor dilakukan pada saat 
pemberitahuan dokumen pabean ekspor. 

(4) (dihapus) 
(5) (dihapus) 

(6) Tata cara pemasukan barang dari tempat lain dalam 
daerah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal mengenai tata laksana 
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 
pusat Iogistik berikat dalam rangka ekspor dan/ a tau 
transhipment. 

(7) (dihapus) 

dokumen menggunakan dengan dilakukan 

(2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 
pabean ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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a. mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, 

KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi 

lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai 

ketentuan perundang-undangan; 

b. mendukung kegtatan industri di tempat lain 

dalam daerah pabean; 

c. dimasukkan ke TPB lainnya; 

d. diekspor; 

e. mendukung kegiatan industri yang mendapat 

fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea 

Masuk, dan/ a tau pengembalian Bea Masuk 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan; 

f. mendukung kegtatan industri yang mendapat 

fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pernertntah: 

g. mendukung kegtatan distribusi dan ketersediaan 

barang-barang tertentu di dalam negeri; dan/atau 

h. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah 

(IKM) di tempat lain dalam daerah pabean. 

(2) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang 

ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk: 

a. diekspor; dan/ a tau 

b. tujuan khusus di tempat lain dalam daerah 

pabean. 

(3) Barang-barang tertentu untuk mendukung kegiatan 

distribusi dan ketersediaan di dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu: 
a. barang keperluan industri yang tidak bisa diimpor 

langsung oleh perusahaan industri karena adanya 
ketentuan pembatasan impor, seperti bahan 
peledak untuk industri pertambangan; dan/ atau 

b. barang yang secara nyata mempengaruhi biaya 
produksi bagt industri di dalam negeri, meskipun 
peredaran barang tersebut tidak semata-rnata 
untuk perusahaan industri, yaitu: 
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menengah; 

g. perdagangan barang secara elektronik (E­ 

Commerce); dan/ atau 

h. tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi 

bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 
Pabean. 

dan industri kecil 

kegiatan ekonomi digital; dan/ a tau 

d. barang yang importasinya dapat mernpengaruht 
kelangsungan industri dalam negeri, 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak, 

berperan penting dalam menentukan kelancaran 

pembangunan nasional, dan/ atau mempengaruhi 

stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. 

(4) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (1) huruf d, yaitu: 

a. operasional minyak dan/ atau gas bumi; 

b. operasional pertambangan: 

c. kegtatan industri tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (4); 

d. dipamerkan; 

e. dilelang; 

f. mendukung kegiatan 

industri 5. barang untuk keperluan 

pertambangan, minyak, dan gas. 

c. barang yang importasinya mempengaruhi 

1. bahan bakar minyak; 

2. listrik: 

3. gas; 

4. barang untuk keperluan proyek pembangunan 

infrastruktur: dan 
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Pasal 29A 
(1) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan 

tujuan mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah 
(IKM) di tempat lain dalam daerah pabean 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf 
h dapat dilakukan melalui perusahaan pemilik Angka 
Pengenal Importir Umum (API-U) yang memiliki 
kontrak kerjasarna dengan perusahaan industri kecil 
dan menengah. 

(2) Perusahaan pemilik Anglea Pengenal Importir Umum 
(API-U) dan perusahaan industri kecil dan menengah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
tercantum pada lampiran Surat Keputusan Izin 
Pengusaha PLB atau PDPLB. 

(3) Pengusaha PLB atau PDPLB memastikan bahwa 
pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditujukan kepada perusahaan industri kecil 
dan menengah. 

23. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) 
pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 298, Pasal 29C, dan Pasal 
29D sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 
(1) Pengeluaran barang dari PLB ke luar daerah pabean 

dilakukan dengan menggunakan dokumen 
pemberitahuan pabean ekspor dan berlaku ketentuan 
kepabeanan di bi dang ekspor. 

(2) Tata cara pengeluaran barang sebagatmana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai ketentuan 
yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan 
dan pengeluaran barang ke dan dart pusat logistik 
berikat dalam rangka ekspor dan/ a tau transhipment. 

22. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 
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Pasal 29B 
(1) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan 

tujuan ke tempat lain dalam daerah pabean dart PLB 
Barang Jadi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 
yang tercantum dalarn izin pengusahaan PLB dengan 
menggunakan dokumen pemberitahuan pabean 
impor barang dari PLB. 

(2) Perusahaan yang tercantum dalam izin pengusahaan 
PLB sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) adalah 
perusahaan yang: 
a. merupakan Wajib Pajak patuh; 
b. merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko 

rendah; 

c. mendapatkan sertifikat Authorized Economic 

Operator (AEO); atau 
d. mendapatkan surat keterangan fiskal yang 

menyatakan: 
1. seluruh PPh yang seharusnya dibayar 

menurut SPT Tahunan telah disetor dan 
dilaporkan; 

2. seluruh PPh yang seharusnya dibayar 
menurut SPT masa untuk 3 (ttgal masa pajak 
terakhir telah disetor dan dilaporkan baik 
oleh wajib pajak pusat maupun wajib pajak 
ca bang; 

3. seluruh PBB baik yang terutang oleh wajib 
pajak pusat maupun wajib pajak cabang telah 
dilunasi; dan 

4. tidak terdapat tunggakan pajak. 

(4) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan dokumen 
pernberttahuan pabean impor barang dari PLB. 
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Pasal 29C 
(1) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB 

E-commerce ke tempat lain dalam daerah pabean, 
ditujukan kepada orang pribadi yang melakukan 
pembelian barang melalui Platform E-commerce 

dengan menggunakan dokumen pemberitahuan 
pabean impor barang dari PLB. 

(2) Pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah 
pabean dari PLB E-commerce ke tempat lain dalam 
daerah pabean, ditujukan kepada orang pribadi yang 
melakukan pembelian barang melalui Plaif. orm E­ 

Commerce dengan menggunakan dokumen 
pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal 
tempat lain dalam daerah pabean dari tempat 
penimbunan berikat. 

(3) Dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Pengusaha PLB atau PDPLB yang bertindak 
sebagai importir, dengan mencantumkan nama 
pembeli orang pribadi yang melakukan pembelian 

(3) Dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
oleh importir, yaitu perusahaan yang tercantum 
dalam izin pengusahaan PLB yang mengeluarkan 
barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai. 

(4) Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean 
dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
keterituan kepabeanan di bi dang impor. 

(5) Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah 
pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana 
pengeluaran barang impor dart PLB untuk impor 
untuk dipakai. 
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Pasal 29D 
(1) Pengeluaran barang dari PLB Bahan Pokok ke tempat 

lain dalam daerah pabean diberitahukan dengan 
menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran 
barang dari PLB untuk impor untuk dipakai dan 
berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. 

(2) Dalam hal PLB Bahan Pokok berlokasi di perbatasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C ayat {2) yang 
pengeluarannya ditujukan kepada penduduk yang 
berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah 
perbatasan negara, pengeluaran barang dilakukan 
dengan menggunakan kartu identitas lintas batas. 

(3) Atas pengeluaran barang dari PLB Bahan Pokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
ketentuan perundang-undangan yang mengatur 
tentang impor barang pelintas batas. 

ketentuan kepabeanan di bidang impor. 
(5) Selain menyampaikan dokumen pemberitahuan 

impor barang dari PLB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), importir juga melakukan pemenuhan atas 
segala ketentuan kepabeanan di bidang impor. 

(6) Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah 
pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana 
pengeluaran barang impor dari PLB untuk impor 
untuk dipakai. 

pemberitahuan pada lembar lampiran dokumen 
impor barang dari PLB. 

{4) Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean 
dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) berlaku 

barang melalui Platform E-commerce dan bukti 
transaksi pembelian melalui Platform E-commerce 
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- 25. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 3 lA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30A 

(1) Atas pengeluaran barang untuk kegiatan sederhana 

yang tidak dapat dilakukan di PLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pengusaha PLB atau 

PDPLB mempertaruhkan jaminan sebesar Bea Masuk, 

Cukai, dan PDRI yang terutang. 

(2) Dalam hal barang untuk kegtatan sederhana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dimasukkan kembali ke PLB sesuai jangka waktu 

pemasukan kembali ke dalam PLB sesuai dengan 

perjanjian kontrak: 

a. jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicairkan; 

b. Pengusaha PLB atau PDPLB dikenai sanksi 

admintstrast berupa denda sebesar 100% (seratus 

persen) dart Bea Masuk yang seharusnya dibayar; 

(3) Pengusaha PLB atau PDPLB dapat menggunakan 

jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagai 

jaminan yang diserahkan dengan memperhatikan 

profil risiko layanan. 

(4) Tata cara pengeluaran barang untuk kegiatan 

sederhana yang tidak dapat dilakukan di PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan 

pemasukannya kembali ke PLB sesuai ketentuan yang 
mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang 

dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam 

daerah pabean dengan jaminan dan pemasukannya 

kembali ke tempat penimbunan berikat. 

24. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disistpkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 33A 
( 1) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) juga berlaku 
untuk Barang asal luar daerah pabean kepada 
importir yang mendapat Surat Keterangan Bebas 
(SKB) dari Direktorat Jenderal Pajak. 

26. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

( 1) Atas kegiatan: 

a. pemasukan barang ke PLB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18; 

b. pengeluaran barang dart PLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25; 

c. Pemasukan dan pengeluaran barang untuk 

kegiatan sederhana yang tidak dapat dilakukan di 

PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A; 
dan/atau 

d. pemasukan dan pengeluaran barang contoh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari 

Pejabat atau sistem komputer pelayanan. 

(2) Pengusaha PLB dan/atau PDPLB wajib memastikan 

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kewajiban Pengusaha PLB dan/atau PDPLB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
melakukan kegiatan monitoring secara mandiri. 

(4) Tata cara monitoring secara mandiri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur mengenai tata laksana monitoring dan 
evaluasi Tempat Penimbunan Berikat. 

Pasal 31A 
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pemberitahuan pabean impor didaftarkan; 
b. Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; 

dan/atau 
c. PDRI berdasarkan: 

1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor 
didaftarkan; dan 

2. nilai impor yang berlaku pada saat barang 
impor dikeluarkan dari PLB. 

saat pad a 

Pasal 34 
(1) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari 

PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dikenakan 
Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, yang dihitung 
dengan ketentuan: 
a. Bea Masuk dihitung berdasarkan: 

1. nilai pabean berdasarkan nilai transaksi pada 
saat pengeluaran barang dari PLB ke tempat 
lain dalam daerah pabean; 

2. klasifikasi yang berlaku atas barang pada saat 
pengeluaran dari PLB ke tempat lain dalam 
daerah pabean; dan 

3. pembebanan yang berlaku 

27. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat 
yakni ayat (la) dan ayat (lb). di antara ayat (2) dan ayat 
(3) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (2a). dan ayat (3) 
diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

(2) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
rangka mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat 
menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean 
Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di Pusat 
Logtstik Berikat yang dipersamakan dengan Bill of 

Lading atau Airway Bill sebagaimana dimaksud 
dengan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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( 1 a) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari 
PLB E-Commerce ke tempat lain dalam daerah pabean 
dikenakan Bea Masuk dan/atau PDRI, yang dihitung 
dengan ketentuan: 
a. Bea Masuk dihitung berdasarkan Nilai Pabean dan 

tarlf pembebanan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang rnengatur tentang 
impor barang kiriman; 

b. tidak berlaku pembebasan Bea Masuk 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
impor barang kiriman; 

c. PDRI dihitung berdasarkan: 
1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor 

didaftarkan: dan 
2. nilai impor yang berlaku pada saat barang 

impor dikeluarkan dari PLB; dan 
d. Klasifikasi pada saat barang dikeluarkan dari PLB. 

(lb) Pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah 
pabean dari PLB E-commerce ke ternpat lain dalam 
daerah pabean diberlakukan ketentuan perpajakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Nilai transaksi sebagai dasar nilai pabean sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan: 
a. harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya 

dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam daerah 
pabean kepada penjual di luar daerah pabean 
atau kepada pemilik barang, dalam hal barang 
yang ditimbun di PLB bukan milik Penyelenggara 
PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB; atau 

b. harga yang sebenamya dibayar atau seharusnya 
dibayar oleh pembeli di tempat lain dalam daerah 
pabean kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha 
PLB, atau PDPLB, dalam hal barang yang 
ditimbun di PLB milik Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB. 
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Pasal 40 
( 1) Penyelenggara PLB wajib: 

a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor 
dan tanggal izin awal sebagai Penyelenggara PLB 
pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh 
umum; 

b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas 
yang layak bagt Pejabat untuk menjalankan fungsi 
pelayanan dan pengawasan; 

c. menyedtakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas 
yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti 
forklift, timbangan digital, atau alat sejenisnya; 

d. menyediakan sarana dan prasarana untuk 
penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik 
untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi 
oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE; 

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

(2a) Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 a) 
huruf a merupakan nilai transaksi berupa harga 
yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar 
oleh pembeli di tempat lain dalam daerah pabean 
kepada penjual di luar daerah pabean atau kepada 
pemilik barang. 

(3) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c angka 2 dan ayat (la) huruf c angka 2 
diperoleh dari penjumlahan nilai pabean pada saat 
dikeluarkan dari PLB ditambah Bea Masuk dan/ a tau 
Cukai. 

(4) Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) untuk 
menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) 
berlaku sesuai dengan ketentuan yang mengatur 
mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai. 
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prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia; 

g. mengajukan perubahan (update) data dalam hal 
terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB; 

h. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan 
kegtatan PLB apabila dilakukan audit oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

i. secara berkala menyampaikan salinan (copy) 

laporan keuangan tahunan yang disusun 
berdasarkan prinsip akutansi yang berlaku umum 
paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) 
setelah akhir tahun pajak. 

(2) Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau 
PLB E-commerce, selain memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara 
PLB juga wajib menyediakan alokasi tempat dan/ atau 
pengusahaan untuk kepentingan industri kecil dan 
menengah dalam rangka memberikan kemudahan 
berusaha untuk industri kecil dan menengah. 

(3) Alokasi tempat dan/ a tau pengusahaan untuk 
kepentingan industri kecil dan menengah oleh 
penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling banyak 15 % (llma belas persen) dari total 
luas penyelenggaraan PLB. 

(4) Dalam hal PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) merupakan PLB lndustri Besar yang 
menimbun barang dalam tangki penimbunan, 
dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

berdasarkan pembukuan f. menyelenggarakan 

e. mernasang Closed Circuit Television (CCTV) yang 
bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime 

dan online serta memiliki data rekaman paling 
singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat 
memberikan gambaran mengenai pemasukan dan 
pengeluaran barang: 
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Pasal 41 
(1) Pengusaha PLB dan PDPLB wajib: 

a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor 
dan tanggal izin awal sebagai Pengusaha PLB atau 
PDPLB pada tempat yang dapat dilihat dengan 
jelas oleh umum; 

b. mendayagunakan Ststem Informast Persediaan 
Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam 
pengelolaan barang pada PLB; 

c. menyediakan sarana dan prasarana untuk 
penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik 
untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi 
oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE; 

d. melakukan pencatatan secara realtime dan daring 
pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis 
Komputer (IT Inventory) atas pemasukan dan 
pengeluaran barang dari dan ke PLB yang memtlikt 
sistem penelusuran barang (traceability) dalam 
pengelolaan barang pada PLB; 

e. memasang Closed Circuit Television (CC1V) yang 
bisa diakses dari Kantor Pabean secara realiime 

dan daring serta memiliki data rekaman paling 
singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat 
memberikan gambaran mengenai pemasukan dan 
pengeluaran barang: 

f. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 
Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang 
ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC) sesuai 
ketentuan yang mengatur tentang cukai; 

g. melakukan pencacahan (stock opname) terhadap 
barang-barang yang ditimbun di PLB, bersama 
dengan Pejabat dari Kantor Pabean yang 
mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan 

29. Ketentuan Pasal 41 diubah sehtngga menjadi sebagai 
berikut: 
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(stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; 
h. menyimpan dan menatausahakan barang yang 

ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat 
diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan 
pengeluaran sediaan barang secara sistematis, 
serta posisinya apabila dilakukan pencacahan 
(stock opname); 

i. menytmpan dan memelihara dengan baik buku 
dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan 
kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun; 

j. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan 
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia; 

k. mengajukan perubahan (update) data dalam hal 
terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB; 

l. memberikan akses terhadap data dan dokumen 
seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam 
rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat 
J enderal Bea dan Cukai; 

m. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan 
kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

n. menyampaikan laporan dampak ekonomi (economy 

impact) setiap 3 (ttga) bulan, yang sekurang­ 
kurangnya terdapat informasi mengenai occupancy, 

tenaga kerja. dan data lainnya yang menunjukkan 
kinerja PLB melalui sistem komputer atau melalui 
media elektronik; 

o. menyampaikan laporan pencapaian target KPI (Key 

Performance Indicators) setiap tahun; dan 
p. secara berkala menyampaikan salinan (copy) 

laporan keuangan tahunan yang disusun 
berdasarkan prinslp akutansi yang berlaku umum 
paling lambat pada akhir bulan ke-4 (empat) 
setelah akhir tahun pajak. 
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30. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

(2) Dalam hal PLB merupakan PLB Industri Besar atau 
PLB E-commerce, selain memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengusaha PLB 
atau PDPLB juga wajib: 
a. mengakomodir penimbunan barang-barang untuk 

kepentingan industri kecil dan menengah bagi PLB 
Industri Besar; atau 

b. mengakomodir penimbunan barang-barang hasil 
industri kecil dan menengah untuk tujuan ekspor 
pada Platform E-commerce bagt PLB E-commerce, 

dalam rangka memberikan kemudahan berusaha 
untuk industri kecil dan menengah. 

(3) Kegiatan mengakomodir penimbunan barang-barang 
untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagi 
PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, paling banyak 15 % (lima belas persen) 
dari total luas pengusahaan PLB. 

(4) Kegiatan mengakomodir penimbunan barang-barang 
untuk kepentingan industri kecil dan menengah bagt 
PLB E-commerce sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, berupa: 
a. penimbunan barang hasil produksi untuk tujuan 

ekspor; dan/ atau 

b. menampilkan barang-barang hasil produksi 
tersebut pada Platform E-commerce. 

dengan jumlah paling banyak 15 % (lima belas persen) 
dari total luas pengusahaan PLB. 

(5) Dalam hal PLB Industri Besar sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) merupakan PLB Industri Besar yang 
menimbun barang dalam tangki penimbunan, 
dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 
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pemasukan barang; 
b) Nomor dan tanggal bukti penerimaan barang 

di perusahaan; 
c) Nama pemasok atau pengtrtm barang: 
d) Nama pemilik barang; 
e) Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 

barang: dan 
f) Nilai barang; 

2. laporan pengeluaran barang per dokumen 
pabean dengan menampilkan data paling 
kurang: 
a) Jenis, nornor, serta tanggal dokumen pabean 

pengeluaran barang; 
b) Nomor dan tanggal bukti pengeluaran 

barang di perusahaan; 
c) Nama pembeli atau penerima barang: 
d) Nama pemilik barang; 

per dokumen 
data paling 

pemasukan barang 
dengan menampilkan 

1. laporan 
pa bean 
kurang: 
a) .Jerns, nomor, serta tanggal dokumen pabean 

menghasilkan laporan berupa: 
sehingga rupa sedemikian b. harus dibuat 

Pasal 42 
(1) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT 

Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

huruf b paling kurang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. dipergunakan untuk melakukan pencatatan: 

1. pemasukan barang: 
2. pengeluaran barang; 
3. penyesuaian (adjustment); dan 
4. hasil pencacahan (stock opname). 

secara kontinu dan realtime di PLB yang 
bersangkutan; 
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e) Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 
barang: dan 

f) Nilai barang: 
3. laporan pertanggungjawaban mutasi barang 

dengan menampilkan data paling kurang: 
a) Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 

barang: 
b) Jumlah Saldo awal; 
c) Jumlah Pemasukan; 
d) Jumlah Pengeluaran; 
e) Penyesuaian (Adjusment); 

f) Saldo Akhir; 
g) Hasil pencacahan (stock opname); 

h) Selisih; dan 
i) Keterangan; 

c. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran 
kegiatan pengguna; 

d. harus bisa diakses secara daring dari Kantor 
Pabean dan dari Kantor Pajak serta memberikan 
data yang realtime ketika diakses oleh Pejabat dan 
Pejabat Pajak; 

e. memiliki kemampuan untuk penelusuran posisi 
barang (traceability); 

f. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang memiliki akses khusus (authorized access); 

g. perubahan pencatatan dan/ atau perubahan data 
hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan 
kewenangannya; dan 

h. harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan 
dokumen kepabeanan dengan mencantumkan 
data jents, nomor, dan tanggal pemberitahuan 
pa bean. 
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Pasal 44 

( 1) Sebelum melakukan pencacahan (stock opname) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf 

g, Pengusaha PLB atau PDPLB harus menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPU 

atau Kepala Kantor Pabean. 

31. Ketentuan ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) 

disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) serta di antara ayat 

(4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4a) 

sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: 

(2) Dalam hal Sistem Informasi Persediaan Berbasis 

Komputer (IT Inventory) telah diselenggarakan oleh 

Penyelenggara PLB, PDPLB dapat mendayagunakan 

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 

Inventory) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara 

PLB. 

(3) PDPLB yang mendayagunakan Sistem Informasi 

Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) yang 

telah diselenggarakan oleh Penyelenggara PLB 

sebagimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara 

PLB membuat nota kesepahaman dan menyerahkan 

hak akses Sistem Informasi Persediaan Berbasis 

Komputer (IT Inventory) kepada PDPLB. 

(4) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 

dapat dilakukan oleh Kantor Pabean atau Kantor 

Pajak sebatas: 

a. membaca laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pejabat atau 

Pejabat Pajak yang secara khusus diberikan hak 
akses oleh Pengusaha PLB atau PDPLB; dan 

b. mengunduh (download) data laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan 

oleh Pejabat atau Pejabat Pajak. 
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Pasal45A 

( 1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tanggung jawab 

atas Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang 

dalam hal barang musnah tanpa sengaja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, 

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(2) Atas pencacahan (stock opname) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh 

Kantor Pabean berdasarkan manajemen risiko. 

(2a) Tanggung jawab Petugas Bea dan Cukai dalam hal 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah mernastikan bahwa benar telah dilakukan 
pencacahan. 

(3) Pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dibuatkan berita acara sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini dan ditandatangani 

oleh Pengusaha PLB atau PDPLB bersama dengan 

Pejabat. 

(4) Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan berita acara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada Kepala Kantor Pa bean dengan 

mencantumkan basil pencacahan (stock opname). 

(4a) Hasil pencacahan (stock opname) yang disampaikan 

kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana 

dimakusd pada ayat (4). direkam ke dalam Sistem 

Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 

Inventory) oleh Pengusaha PLB atau PDPLB. 

(5) Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan 

persediaan barang PLB selanjutnya. 
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dan/ a tau barang modal dan peralatan kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8); 
dan/atau 

3. barang contoh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31; 

1. barang untuk tujuan pengeluaran yang 
diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25; 

2. barang untuk keperluan pengusahaan PLB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) 

Pasal 46 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB, 
dilarang: 

a. memasukkan barang untuk dittmbun di PLB selain: 

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

kecelakaan darat, laut, atau udara. 
disebabkan yang sengaja tan pa c. musnah 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor 
Pabean. 

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyebutkan alasan barang musnah tanpa sengaja 

dan disertai clengan bukti-bukti pendukung. 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean 
melakukan penelitian dan memberikan persetujuan 
atau penolakan. 

(4) Musnah tanpa senga]a sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berupa: 

a. musnah tanpa senga]a yang disebabkan bencana 
alam; 

b. musnah tanpa sengaja yang disebabkan oleh huru­ 
hara atau kebakaran; atau 
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35. Di antara Pasal 4 7 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 4 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Penyampaian: 

a. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke PLB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
Pasal 21 ayat (1). Pasal 22 ayat (2). Pasal 23, Pasal 
24 ayat (l); 

b. pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari 
PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(2). Pasal 27, Pasal 28 ayat (1). Pasal 29 ayat (1), 

Pasal 29A ayat (4), Pasal 29B ayat (1), Pasal 29C 
ayat (1) dan ayat (2); dan/atau 

c. pemberitahuan perpindahan barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), 

harus dilakukan melalui PDE. 
(2) Pemberitahuan Pabean dan/ atau pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan secara manual, dalam hal sistem 
komputer pelayanan mengalami gangguan atau tidak 
berfungsi. 

Pasal 47 

34. Ketentuan Pasal 4 7 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

b. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor 

atau diekspor; 

c. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda 

dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB; 

dan/atau 

d. menimbun Barang Kena Cukai bagi PLB E­ 

Commerce. 
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disampaikan secara berkala atau periodik untuk: 
a. barang yang dimasukkan atau dikeluarkan 

menggunakan saluran pipa, jaringan transmisi, 
ban berjalan (conveyor belt), dan sejenisnya: 

b. pemasukan dan pengeluaran barang dengan 
volume yang ttnggt dan memerlukan kecepatan 
pelayanan: dan/atau 

c. pengeluaran barang dart PLB E-commerce. 

dan/ atau pemberitahuan 
dalam Pasal 47 dapat 

(2) Pemberitahuan Pabean 
sebagaimana dimaksud 

Pasal 48 
(1) Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 diajukan 
untuk setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran 
barang. 

36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

Pasal 47A 
(1) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b harus 
mencantumkan Nom01· Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
importir dan Nomor Pokok Wajtb Pajak (NPWP) 
pemilik barang dalam hal importir dan pemilik 
barang berbeda. 

(2) Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 
sistem pembayaran dalam pemberitahuan pabean 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku 
ketentuan: 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir untuk 

bea masuk dan cukai: dan 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik barang 

untuk pajak dalam rangka impor. 
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Pasal 53 

( 1) Kepala Kantor Wilayah a tau Kepala KPU dan Kepala 

Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB. dan 

PDPLB yang berada dalam pengawasannya. 

(2) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat 

melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melalui analisa dart akses terhadap sistem IT 

Inventory dan CClV PLB serta data pada sistem 
komputer pelayanan dokumen pemberitahuan 
pabean; 

(3) Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil analisa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 
Kantor Wilayah paling kurang 1 (satu) bulan sekali 
melalui sistem komputer atau melalui media 
elektronik. 

37. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 53 diubah sehingga 
Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen 

pelengkap pabean. 

(4) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a clan huruf b juga dilakukan dengan 

mempertaruhkan jaminan. 

(5) Untuk dapat menyampaikan pemberitahuan pabean 

dan/ a tau pemberitahuan secara berkala a tau 

periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

harus mengajukan permohonan kepada Kepala KPU 

atau Kepala Kantor Pabean. 

(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean 

melakukan penelitian dan memberikan persetujuan 

atau penolakan. 
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Pasal 54 
( 1) Direktur J enderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala 

KPU, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat yang 
ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sewaktu­ 
waktu di PLB. 

(2) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, PDPLB, 
eksportir yang melakukan ekspor dari atau melalui 
PLB, importir yang melakukan lmpor melalui PLB, 
Penyedia Platform E-commerce, bursa berjangka, 
dan/ atau pasar lelang komoditas, atas pelaksanaan 
ketentuan yang berlaku, meliputi: 
a. kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis 

barang yang diberitahukan: 
b. kebenaran tarif dan nilai pabean yang 

diberttahukan: 

c. pemenuhan kewajiban serta larangan: 

38. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

(4) Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui analisa 
terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala 
Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Hasil analisa yang dilakukan oleh: 
a. Kepala KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

dan 

b. Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), 

disampaikan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 
paling kurang 1 (satu) tahun sekali melalui sistem 
komputer atau melalui media elektronik sebagai 
salah satu bahan kegiatan evaluasi. 
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Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 
Inventory) dengan pernberttahuan pabean; 

c. penelitian saldo jumlah dan jenis barang sesuai 
catatan Sistem Informasi Persediaan Berbasis 
Komputer (IT Inventory); dan/atau 

d. stock opname barang yang dttimbun di PLB untuk 
menguji kesesuaian dengan pencatatan dalam 
Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer 
(IT Inventory). 

Sis tern pen ca ta tan kesesuaian b. penelitian 

Pasal 54A 
( 1) Kepala Kantor Pa bean melakukan pemeriksaan 

sederhana terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB,. dan PDPLB yang berada dalam 
pengawasannya. 

(2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan secara periodik berdasarkan 
manajernen risiko. 

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: 
a. penelitian kebenaran pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran barang ke dalam Sistem Informasi 
Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory); 

39. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

d. pemenuhan ketentuan pembatasan impor; 
dan/atau 

e. kesesuaian pencatatan pemasukan, pengeluaran, 
dan penimbunan barang dalam sistem IT 

Inventory. 
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dimaksud dalam Pasal 54; 
c. Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54A; dan/atau 
d. pengawasan lainnya oleh unit pengawasan antara 

lain berupa pengawasan atas ketentuan e-seal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). 

sebagaimana sewaktu-waktu b. Pemeriksaan 

Pasal 56 
(1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala 

KPU, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat yang 
ditunjuk melakukan kegiatan monitoring terhadap 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, 
eksportir yang melakukan ekspor dart atau melalui 
PLB, importir yang melakukan impor melalui PLB, 
Penyedia Platform E-Commerce, bursa berjangka, 
dan/ atau pasar lelang komoditas secara periodik 
berdasarkan manajemen rtsiko. 

( 1 a) Kegtatan monitortng sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain berupa: 
a. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

53; 

40. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat 
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la) sehingga Pasal 
56 berbunyi sebagai berikut: 

(4) Hasil pemeriksaan sederhana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dtgunakan sebagai salah 
satu dasar untuk melakukan evaluasi atas izm 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 
yang telah diberikan. 

(5) Dalam hal terdapat pelanggaran kepabeanan 
dan/ atau cukai atas hasil pemeriksaan sederhana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 
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Pasal 57 
Dalam hal atas pelaksanaan: 
a. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; 
b. pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54; 
c. pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54A; dan/ a tau 
d. hasil audit kepabeanan dan/ atau cukai, 
ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan 

41. Ketentuan Pasal 57 diubah sehtngga menjadi sebagai 
berikut: 

(2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk mengetahui: 

a. kepatuhan terhadap pernenuhan persyaratan dan 

kegtatan operasional PLB; dan 

b. perkembangan bisnis atau profil perusahaan 

tahun terakhir, yang mernuat paling kurang: 

1. jumlah nilai investasi dibandingkan dengan 

perkiraan investasi awal atau investasi tahun 

sebelumnya; 

2. jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan 

perkiraan tenaga kerja awal atau tenaga kerja 

tahun sebelumnya; 

3. nilai dan volume impor dibandingkan dengan 

perkiraan awal atau tahun sebelumnya; 

4. nilai dan volume ekspor dibandingkan dengan 

· perkiraan awal atau tahun sebelumnya; 

5. data perpajakan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya; 

6. daftar jenis barang yang ditimbun dan volume 

penimbunan dibandtngkan dengan perkiraan 

awal atau tahun sebelumnya; dan 

7. daftar pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) 

dibandingkan dengan perkiraan awal atau 
tahun sebelumnya. 
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43. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 58 
(1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau 

Kepala KPU, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan 
kegtatan evaluasi terhadap: 
a. izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PD PLB yang telah diberikan; dan 
b. ketentuan mengenai PLB. 

(2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a dilakukan untuk menguji apakah izin 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 
yang telah diberikan kepada perusahaan tepat 
sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilakukan untuk menguji apakah 
ketentuan mengenai PLB: 
a. sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan 

pemerintah; 
b. dapat dilaksanakan di lapangan; dan 
c. telah mengakomodir perkembangan bisnis proses 

perdagangan dan perindustrian. 
(4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan berdasarkan manajemen risiko. 
(5) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. 

42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 58 diubah sehingga 
Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: 

dan/ a tau cukai. atas pelanggaran dimaksud dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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Pasal 59 
(1) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih 

atas pemberitahuan pabean pemasukan barang ke 
PLB, penanganan atas selisih kurang atau selisih 
lebih dimaksud diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang 
Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di 
Pusat Logistik Berikat. 

(2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih 
atas pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari 
PLB, penanganan atas selisih kurang atau selisih 
lebih dimaksud diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang 
Impor Dari Pusat Logtsttk Berikat Untuk Diimpor 
Untuk Dipakai. 

(3) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih 
atas barang yang ada atau seharusnya berada di 
PLB, yang: 
a. ditemukan pada saat penelitian IT Inventory yang 

dibandingkan dengan hasil pelaksanaan 
pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44; 

44. Ketentuan ayat (3), ayat (4). dan ayat (5) Pasal 59 diubah 
sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 58A 
Tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54, pemeriksaan sederhana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A, monitoring 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana 
monitoring dan evaluasi Tempat Penimbunan Berikat. 
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b. ditemukan pada saat pemeriksaan sewaktu-waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; 

c. ditemukan pada saat pemeriksaan sederhana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A; 

d. ditemukan pada saat pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai: dan/ atau 

e. diketahui oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha 
PLB atau PDPLB yang disampaikan sebelum 
dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat, 

Kepala Kanwil, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, 
Pejabat Audit, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan 
penelitian mengenai selisih dimaksud. 

(4) Dalam hal hasil penelitian Kepala Kanwil, Kepala 
KPU, Kepala Kantor Pabean, Pejabat Audit, atau 
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menemukan bahwa selisih kurang tersebut: 
a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih 

terse but: 
1. tidak dipungut bea masuk, cukai, dan PDRI; 

dan 
2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT 

Inventory. 

b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara 
PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih 
kurang tersebut bukan karena kelalaian, bukan 
karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan 
adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih 
terse but: 
1. ditagih bea masuk, cukai, dan PDRI tanpa 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda: 
dan 

2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT 

Inventory. 
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penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

dilakukan kepabeanan, pidana tindak 

c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, 
yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, 
bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat 
dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas 
selisih tersebut: 
1. ditagih bea masuk dan PDRI serta dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sesuai 
ketentuan perundan.g-undangan; 

2. terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda sesuai ketentuan 
yang mengatur mengenai cukai; dan 

3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT 

Inventory. 

d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya 
tindak pidana kepabeanan, dilakukan 

. penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(5) Dalam hal hasil penelitian Kepala Kanwil, Kepala 
KPU, Kepala Kantor Pabean, Pejabat Audit, atau 
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menemukan bahwa selisih lebih tersebut: 
a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara 

PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih 
lebih tersebut bukan karena kelalatan, bukan 
karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan 
adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih 
lebih tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan 
dalam IT Inventory; atau 

b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya 
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mengusahakan PLB, antara lain berupa: 
1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam 

kegtatannya: 
2. tidak melakukan kegtatan penyelenggaraan 

dan/ atau pengusahaan PLB dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; 

3. tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai 
dalam jangka waktu yang ditentukan; 

dalam ketidakmampuan d. menunjukkan 

Pasal 60 
(1) Penetapan tempat sebagai PLB dan izin 

Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 
PDPLB dibekukan dalam hal Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB: 

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 31A, Pasal 40, 
dan/atau Pasal 41; 

b. melakukan kegtatan yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46; 

c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin 
yang diberikan berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup, antara lain berupa: 
1. memasukkan barang untuk ditimbun yang 

tidak sesuai dengan izin PLB; 
2. memasukkan barang yang dilarang untuk 

diimpor dan/ atau untuk diekspor: dan/ atau 
3. mengeluarkan barang kepada badan yang 

tidak tercantum dalam izin PLB; 

45. Ketentuan ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 60 diubah 
sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: 

(6) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meliputi selisih kurang yang terjadi akibat 
penguapan, penyusutan karena perubahan suhu, 
kelembaban udara, dan/atau sejenisnya. 
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dipersyaratkan dalam izin Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB. 

(2) Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat 

menerbitkan Surat Peringatan terlebih dahulu 

kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB sebelum melakukan pembekuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Kepala KPU atau Kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi atas nama Kepala Kanwil, 

dengan surat sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

(4) Dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi PLB, Kepala Kantor Pabean 
memberttahukan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

(5) Surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disampaikan kepada Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB yang bersangkutan. 

(6) Terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 
PDPLB yang izinnya dibekukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1): 
a. dilarang rnernasukkan barang ke PLB; 
b. masih diperbolehkan melakukan kegiatan di 

dalam PLB; dan 
c. masih diperbolehkan mengeluarkan barang dari 

PLB. 

yang 

4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB berdasarkan basil monitoring dan/atau 

evaluasi terhadap Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB; atau 

5. tidak memenuhi ketentuan 
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Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 
PDPLB dilakukan pencabutan dalam hal 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB: 
a. tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan 

dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan secara berturut-turut: 

b. tidak mendapatkan pemberlakuan kembali atau 
perpanjangan izin usaha dan/ a tau bukti 

· kepemilikan atau penguasaan lokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 dalam jangka waktu ·30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tidak berlakunya 
izin usaha dan/atau bukti kepemilikan atau 
penguasaan lokasi; 

izin dan PLB sebagai tempat (1) Penetapan 
Pasal 64 

47. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta 

ketentuan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 61 

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 dapat diberlakukan kembali dalam hal Penyelenggara 
PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB: 

a. telah melaksanakan ketentuan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 31A, 

Pasal 40, dan Pasal 41; 

b. tidak terbukti dengan senga]a melakukan kegiatan 

yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; 

c. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang 

dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat ( 1) huruf c; a tau 

d. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/ atau 

mengusahakan PLB. 

46. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 
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c. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain 
berupa menyalahgunakan fasilitas PLB dan 
melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan 
dan/ atau cukai; 

d. dinyatakan pailit; 

e. mengajukan permohonan pencabutan; dan/atau 
f. tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) 

Pasal 11 ayat (4), atau Pasal 12 ayat (4) dalam 
jangka waktu yang ditetapkan. 

(2) Pencabutan penetapan tempat sebagai PLB dan Izin 
Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 
PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Kepala Kanwil atau Kepala KPU 
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi memberikan 
rekomendasi pencabutan penetapan tempat sebagai 
PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, 
atau izin PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
kepada Kepala Kanwil dengan menyampaikan 
informasi tambahan berupa: 
a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dan penyelesaiannya dalam hal sudah pernah 
diaudit; 

b. rekam jejak (past performance) Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB dan data 
pelanggaran apabila yang bersangkutan pemah 
melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan 
dan cukai beserta penyelesaiannya; dan 

c. pungutan negara yang masih terutang oleh 
Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 
yang bersangkutan. 
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Pasal65 

( 1) Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin 

Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 

PDPLB dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

64, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau 
PDPLB harus: 

a. melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/ a tau PDRI yang 

terutang, baik berupa utang yang berasal dari 

hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi 

karena pengeluaran barang dart PLB ke tempat 
lain dalam daerah pabean; 

b. mengekspor kembali barang yang masih ada di 
PLB; atau 

c. memindahkan barang yang masih ada di PLB ke 
PLB lain, 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal pencabutan izin. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terlampaui, atas barang yang berada di PLB 

dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. 

(3) Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin 

Penyelenggara PLB dicabut, PDPLB yang berada di 

lokasi Penyelenggara PLB dapat mengajukan: 

48. Ketentuan ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 
berbunyi sebagai berikut: 

(4) Sebelum dilakukan pencabutan izin, berdasarkan 

manajernen risiko terhadap Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat dilakukan audit 

kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan 

sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A. 
(5) (dihapus) 
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51. Mengubah Lampiran I sarnpai dengan Lampiran V, 
Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER­ 
Ol/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik 
Berikat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I sampai dengan Lampiran V, Lampiran XIII, 
Lampiran XIV, dan Lampiran XV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

Pasal 70A 
PLB E-commerce sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan setelah sistem 
kornputer pelayanan PLB ErCommerce telah diterapkan. 

50. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 70 
Dalam rangka pengawasan terhadap Pengusaha PLB 
dan/atau PDPLB, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
menyampaikan dokumen kepabeanan terkait pemasukan 
dan pengeluaran barang ke dan dari PLB melalui 
mekanisme pertukaran data kepada Direktorat Jenderal 
Pajak dan atas data-data tersebut selanjutnya dilakukan 
pengawasan bersama. 

49. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

a. permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara PLB 
lain kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala 
KPU, dengan terlebih dahulu mendapat 
rekomendasi dart Penyelenggara PLB lain tersebut; 
a tau 

b. permohonan rnenjadi Pengusaha PLB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 di lokasi Penyelenggara 
PLB yang telah dicabut izinnya. 
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Mei 2018 
DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd­ 

HERU PAMBUDI 

Pasal II 
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 26 
Mei 2018 
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A. Tata Cara Permohonan lzin sebagai Penyelenggara PLB I Pengusaha PLB I 
PDPLB yang diajukan secara tertulis. 
1. Permohonan Izin 

1.1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan 
mengtst data-data sesuai daftar isian permohonan. 

1.2. Surat permohonan diajukan dalam bentuk softcopy berupa hasil 
scan dari dokumen asli yang ditandasahkan dalam MPDE atau 
media elektronik lainnya dan melampirkan dokumen-dokurnen 

persyaratan untuk mendapatkan izin PLB. 
1.3. Permohonan disampaikan kepada: 

1.3.1. Kepala Kantor Wilayah DJBC melalui Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau 

1.3.2. Kepala KPU Bea dan Cukai. 
2. Pelayanan oleh KPPBC, Kantor Wilayah DJBC, dan KPU Bea dan Cukai. 

2.1. Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut: 
2. 1. 1. Kepala KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi atas 

permohonan yang masuk di wilayah kerjanya, pada tanggal 
yang diajukan oleh perusahaan/pemohon atau pada tanggal 
lain sepanjang tidak melewati janji layanan untuk 
penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, yaitu 3 (ttga) 

hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan 
lokasi dalam permohonan. 

2.1.2. Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala KPPBC melakukan: 
2. 1.2.1. pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan 

sarana prasarana yang dipersyaratkan. 

(a) 

TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK 
BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT /PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT /IZIN PDPLB *) 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAJ NOMOR PER-l l/BC/2018 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUl<AI NOMOR PER­ 
O l /BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT 
LOGISTIK BERJKAT 
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2.1.2.2. validasi atas surat izin tempat usaha atau izin lokasi, 

surat izin usaha seperti izin usaha transportasi, izin 

us aha pergudangan, izin usaha f onvarding, a tau 
dokumen sejenis yang dipersamakan, dokumen 
lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang 
dipersamakan, dan izin lainnya yang diperlukan dari 
instansi teknis terkait (perusahaan/pemohon harus 
menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti 
penguasaan lokasi yang valid); 

2.1.2.3. validasi atas kriteria perpajakan berupa status 
sebagai Pengusah Kena Pajak dan kepatuhan 
penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki 
tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai 
yang dikeluarkan oleh instansi terkait; 

2.1.2.4. validasi atas sertiflkast AEO (dalam hal memiliki) 
atau sertifikasi manajernen mutu sejenisnya. 

2.1.2.5. pemeriksaan terhadap pendayagunaan IT Inventory 

dan CC1V bagt Pengusaha PLB dan PDPLB dan harus 
sudah aktif pada saat pemeriksaan. 

2.1.2.6. pemeriksaan terkait pemenuhan persyaratan berupa 
memiliki manajemen logistik dan/atau sumber daya 
manusia lulusan manajemen logistik dan rantai 
pasok. 

2.1.2. 7. meminta perusahaan menyampalkan informasi 
sekurang-kurangnya berupa: 
a. perkiraan investasi; 
b. daftar jenis barang yang ditimbun; 
c. perkiraan volume penimbunan per tahun; 
d. daftar calon pemasok (supplier); 

e. daftar calon pembeli (buyer) disertai status 
perusahaan industri atau sejenisnya: dan 

f. jumlah tenaga kerja. 
2.1.3. Kepala KPPBC kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi 

dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang 
didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan 
sebagai PLB telah sesuai/ belum sesuai. 
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2.1.4. Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan tidak sesuai, 
maka Kepala KPPBC membuat surat penolakan atas 
permohonan tersebut dan mengirtrnkan surat penolakan 
tersebut dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Lokasi 
(BAP) kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala 
Kanwil DJBC. 

2.1.5. Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan 
sesuai, Kepala KPPBC membuat Surat Rekomendasi kepada 
Kepala Kanwil DJBC dengan melampirkan Surat 
Permohonan, Kelengkapan Data Izin PLB, dan Berita Acara 
Pemeriksaan Lokasi (BAP) dan mengirimkan ke Kanwil DJBC 
melalui surat elektronik. 

2.2. Pelayanan oleh Kantor Wilayah DJBC dilakukan sebagai berikut: 
2.2.1. Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat 

rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan 
dinyatakan sesuai. sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.5, 

Kepala Kanwil DJBC mernbuat dan menyampaikan undangan 
melalui email kepada Perusahaan/Pemohon untuk 
melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya. 

2.2.2. Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus 
dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah DJBC, atau jika 
pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri 
oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau 
pejabat yang ditunjuk (Plh.). 

2:2.3. Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara yang 
ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang­ 
kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi 
syarat/tidak) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar 
janji layanan penerbitan izin PLB. 

2.2.4. Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal 
yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat 
dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi 
dianggap belum selesai. 

2.2.5. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi 
proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kanwil DJBC 
memberikan keputusan: 
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2.2.5.1. disetujui atau disetujui dengan persyaratan 
perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan 
yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJBC; atau 

2.2.5.2. tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan 
disertai alasan penolakan. 

2.2.6. Dalam hal Kepala Kanwil DJBC tidak berada di tempat, Surat 
Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di 
atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala 
Kantor). 

2.3. Pelayanan oleh KPU BC dilakukan sebagai berikut: 
2.3.1. Atas permohonan yang diterima oleh KPU BC, Kepala KPU BC 

menugaskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan 
Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi. 

2.3.2. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan 
pemerlksaan lokasi atas permohonan yang masuk di wilayah 
kerjanya, pada tanggal yang diajukan oleh 
perusahaan/pemohon atau pada tanggal lain sepanjang tidak 
melewati janji layanan untuk penyelesaian Berita Acara 
Pemeriksaan Lokasi, yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah 
pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan. 

2.3.3. Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang Fasilitas 
Kepabeanan dan Cukai melakukan: 

2.3.3.1. pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan 
sarana prasarana yang dipersyaratkan. 

2.3.3.2. validasi atas izin usaha perdagangan, izin usaha 
pergudangan, izin usaha forwarding, atau izin usaha 
sejenis yang berhubungan dengan kegtatan logtstik 
dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon 
harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti 
penguasaan lokasi yang valid); 

2.3.3.3. validasi atas kriteria perpajakan berupa status 
sebagai Pengusah Kena Pajak dan kepatuhan 
penyampaian SPT serta keterangan tidak memiliki 
tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai 
yang dikeluarkan oleh instansi terkait: 

2.3.3.4. validasi atas sertifikasi AEO (dalam hal memiliki) 
atau sertifikasi manajemen mutu sejenisnya. 
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2.3.3.5. pemeriksaan terhadap pendayagunaan IT Inventory 

dan CCIV bagt Pengusaha PLB dan PDPLB dan harus 
sudah aktif pada saat pemeriksaan. 

2.3.3.6. pemeriksaan terkait pemenuhan persyaratan berupa 
memiliki manajemen logistik dan/atau sumber daya 
manusia lulusan manajemen logistik dan rantai 
pasok. 

2.3.3.7. meminta perusahaan menyampaikan informasi 
sekurang-kurangnya berupa: 
a. perkiraan investasi; 
b. daftar jenis barang yang ditimbun; 
c. perkiraan volume penimbunan per tahun; 
d. daftar calon pemasok (supplier); 

e. daftar calon pembeli (buyer) disertai status 
perusahaan industri atau sejenisnya: dan 

f. jumlah tenaga kerja. 
2.3.4. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian 

membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara 
Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat 
keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai PLB telah 
sesuai/belum sesuai. 

2.3.5. Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan tidak sesuai, 
maka Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai 
membuat surat penolakan atas permohonan tersebut dan 
menginmkan surat penolakan tersebut dengan dilampiri 
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) kepada pemohon. 

2.3.6. Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dinyatakan 
sesuai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala KPU 
BC untuk diproses lebih lanjut, 

2.3.7. Atas permohonan yang menurut Berita Acara Pemeriksaan 
Lokasi (BAP) dinyatakan sesuai, Kepala KPU BC membuat 
dan menyampaikan undangan melalui email kepada 
Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas 
proses bisnis perusahaannya. 
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2.3.9. Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Serita Acara yang 
ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang­ 
kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi 
syarat/tidak) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar 
janji layanan penerbitan izin PLB. 

2.3.10.Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal 
yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat 
dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi 
dianggap belum selesai. 

2.3.11. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi 
proses bisnis selesai dilakukan Kepala KPU BC mernbertkan 
keputusan: 
2.3. 11.1. disetujui atau disetujui dengan persyaratan 

perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan 
yang ditandatangani oleh Kepala KPU BC; atau 

2.3.11.2. tidak disetujui, dengan menerbitkan surat 
penolakan disertai alasan penolakan. 

2.3.12. Dalam hal Kepala KPU BC tidak berada di tempat, Surat 
Keputusan dan surat penolakan sebagaimana dimaksud di 
atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Pih. Kepala 
Kantor). 

2.3.8. Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus 
dilakukan dihadapan Kepala KPU BC, atau jika pejabat 
tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh 
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat 
yang ditunjuk (Plh.]. 
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Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala KPU BC 
di . 

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 

tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 dengan ini kami menyerahkan 

permohonan penetapan tempat dan pemberian Izin sebagal Penyelenggara Pusat 

Loglsttk Berikat/Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDPLB *). 

2. Sebagai bahan pertrmbangan, kami lampirkan daftar isian kelengkapan dan 

berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud. 

3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan : 

a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai 

dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya: 

b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah 

menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi 

pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, clalam kurun 

waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir: 

c. perusahaan ticlak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau 

cukai dan/atau tidak pernah mengalami patltt atau dipailitkan, dalam kurun 
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

cl. bertanggung jawab terhadap semua risiko dan biaya yang timbul atas 

pelaksanaan pemeriksaan fisik barang oleh DJBC atas barang yang berada di 

dalam PLB. 

e. bertanggung jawab terhadap bea masuk clan pungutan pajak lainnya yang 

terutang atas barang yang berada di PLB _dalam hal PDPLB tidak ditemukan.**) 

Nomor Tanggal . 
Lampiran: 

Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai Pusat Loglstik 

Berikat dan izin Penyelenggara Pusat Logtstik 

Bertkar/penetapan tempat sebagai Pusat Logtstik Berikat 
dan pemberian izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat/izin 
PDPLB*) 

KOP SURAT 

(b) 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT /PENETAPAN 

TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA 

PU SAT LOGISTIK BERIKAT /IZIN PDPLB *) 
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4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima. kami bersedia 
memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan 
tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. 

5. Dalam rangka pengurusan permohonan Ini, kami menugaskan Pegawai sebagai 
berikut: 

Nama 
Nomor Identitas 
Surat Tugas/Surat Kuasa No. 
Telepon 
Email 
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*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi hanya apabila permohonan sebagai Penyelenggara PLB 
***) Pas foto sesuai clengan jumlah direksi dan komisaris yang ada. serta foto 

pengurus permohonan. 
****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendtnan perusahaan atau 

perubahannya 

Meterai 

Pemohon(Penanggung 
Jawab Pusat Loglstik 
Berikat/Direksi) ****) 

Nama: .. 
Jabatan: .. 

Nama: .. 
Jabatan: .. 

Nama: .. 
Jabatan : . 

Pas Foto Warna 
Ukuran 4 x 6 

Pas Foto Wama 
Ukuran 4 x 6 

Pas Foto Warna 
Ukuran 4 x 6 

Nama: . 
Jabatan : . 

Pas Foto Warna 
Ukuran 4 x 6 

6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: ***) 
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1. Milik Sendiri untuk jenis 

barang . 

2. Barang Titipan dari PT .... 

Untuk jenis barang ..... 

3. Ost ... 

(tanggal pendirian di 

Indonesia) 

(diisi dengan salah satu 

bentuk pengusahaan PLB) 

1. 

2. Ost .. 

(diisi dalam hal terdapat 

perusahaan afiliasi) 

I. Informasi Umum Tentang Perusahaan 
1. Data Umum Perusahaan 

a. Nama Perusahaan 

b. Alamat Perusahaan 
c. Telepon 

ct. Fax 

e. Website Perusahaan 

f. Email 

g. Daftar Perusahaan Afiliasi 

h. Jumlah Gudang 

i. Alamat Gudang 

j. Jumlah Total Pegawai 

k. Jumlah Pegawai per masmg- 
masing departernen 

1. Departemen 
a) Jumlah pegawai tetap 
b) Jumlah pegawai tidak tetap 

c) Jumlah pekerja asing 

2. Ost. .. 

2. Bentuk Pengusahaan PLB yang 

diajukan 

3. Profil Bisnls 

a. Tanggal Pendirian 

b. Bidang U saha 

c. Jenis Barang yang Ditimbun 

d. Status Kepemilikan Barang yang 

Ditimbun 

(c) 

DAFTAR I$IAN KELENGKAPAN SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT 

SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT /PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PU SAT LOGISTIK BERIKAT /IZIN PDPLB*) 
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II. Inforrnasi tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (berdasarkan akta 
perubahan terakhir) 
1 Rincian pernegang saham, termasuk 

persentase kepemilikan tiap-tiap 

saham 

2 Yang menjalankan perusahaan (nama 

Iengkap, jabatan, alamat dan nomor 

identitas kependudukan 

(KTP /SIM/KITAS/ dsb) 

3 Dokumen Legal 

a. Surat Izin Usaha 

Perdagangan/ dokumen sejenis 

lainnya 

b. NPWP 

c. Surat Pengukuhan PKP 

1. ···················· 

2. ···················· 
3. Dst... 

(diisi dengan ISO I AEO 
sertifikat) 

(Berdasarkan laporan 

keuangan) 

(Berdasarkan laporan 

keuangan) 

1. 

2. Dst . 

1. PT , alamat status 

..... (KB /lokal/ clll) 

2. Dst .. 
4. Fasilitas Kepabeanan yang Dimiliki 

a. Jenis Fastlitas, Nomor dan tanggal 

fasilitas 

b. Dst 

5. Volume Bisnis 

a. Nilai omset tahunan (3 tahun 

terakhir) 

b. Nilai laba bersih tahunan (3 tahun 

terakhir) 

c. Nilai barang impor tahun terakhir 

ct. Nilai barang ekspor tahun terakhir 

6. Sertifikasi Lain yang dimiliki 

Daftar sertiflkat yang berhubungan 

dengan program keamanan. standard 

atau lainnya 
7. Rencana Kegiatan yang akan 

clilakukan selain penimbunan 

f. Daftar Nama Penerima Barang 

e. Daftar Nama Pemasok Barang 
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(BUMN, Tok, PMA/PMDN. dll) 

(software/hardware) yang dipergunakan 
oleh perusahaan Anda berkaitan dengan 
bidang kepabeanan 

3 Berikan penjelasan hal-hal sebagai 
Bertkut: 
a. pemisahan fungsi antara pengujian 

dan operasi 
b. pemisahan fungsi antar pengguna 

(user) 

komputer 

IV. Self Assesment Perusahaan 

1 Sebutkan sistem komputer 
(software/hardware) yang dtpergunakan 
oleh perusahaan Anda dalam 
menjalankan bisnisnya 

2 Sebutkan pula sistem 

b. Jabatan 
c. Telepon 
cl. Fax 

e. Email 

III. Informasi Kontak Perusahaan 
1 Kontak Perusahaan 

a. Nama 
b. Jabatan 
c. Telepon 
d. Fax 

e. Email 
2 Kontak Perusahaan Yang Lain 

a. Nama 

d. Alda Pendirian 
1) Nomor dan tangal 
2) Narna dan Domistli Notaris 

3) Pengesahan 
e. Akta Perubahan Terakhir 

1) Nomor dan Tanggal 
2) Nama dan Domisili Notaris 
3) Pengesahan 

f. Dokumen lingkungan hidup 
g. IMB 

4 J enis Perusahaan 
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komputer untuk menjamin semua 
informasi yang dtgunakan dalam 
pengeluaran barang adalah legal, 
lengkap, dan akurat serta terlindungt 
dari pertukaran, kehilangan atau 
kesalahan data 

sis tern a tau SOP mempunyai 

memproteksi sistem elektronik dart 
akses pihak yang tidak berwenang 

c. Apakah perusahaan Anda 

digunakan sesuai peruntukannya 
b. Apakah perusahaan anda 

mempunyai SOP dan/atau sis tern 
pengawasan keamanan seperti 
password, firewall. dalam upaya 

keamanan informasi sensitif dan 
informasi yang sernata-mata 

dan bisnis data kerahasiaan 
terdapat SOP yang dapat menjarnin 

Anda perusahaan di a. Apakah 

kewenangan yang diberikan masmg­ 
masing pengguna; dan 

d. traceability antara sistem bisnis dan 
sistem pemberitahuan pabean 

4 Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
a. Apakah SPI merupakan salah satu 

obyek audit internal di Perusahaan 
Anda 

b. Jelaskan secara singkat prosedur 
pemeriksaan file data komputer 
terkait dengan perekaman data 
transaksi dalam sistem akutansi di 
perusahaan Anda 

c. Bagaimana SOP apabila terdapat 
perekaman data transaksi yang 
salah/ a tau tidak lengkap di 
perusahaan Anda? 

5 Pertukaran Informast, Akses, dan 
Kerahasiaan 

dengan sesuai akses c. kontrol 
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V. Ukuran Keberhasilan: 

Sebagai lcey performance inclilcator untuk mengukur tmgkat keberhasilan fasilitas 

yang telah diberikan untuk di perusahaan kami. adalah sbb: (sekurang­ 
kurangnya harus memuat) 

1. (Target Perungkatan PPh Badan Pasal 21 tahun berikutnya) 

2. (Target Nilai Penjualan hasil produksi industri kecil menengah) *** 
Demikian daftar Isian ini karni buat dengan sebenarnya dan terlampir dokumen 
pendukung. 

barang dari tempat penimbunan. 

f. Siapa yang memastikan bahwa 

prosedur yang ditetapkan telah 
dipatuhi. 

Inventory. 
d. Apakah perusahaan Anda 

mempunyai SOP atas penimbunan 
barang (penataan/ pen em pa tan), 

sistem keamanan, dll. 

e. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atas pengeluaran 

c. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atas penanganan 
pemasukan barang termasuk 
pencatatannya pada sistem IT 

produkst.gudang, dll], bagaimana 

pengaturan akses untuk staf clan 

tamu. 

area (bangunan, and a 

mempunyai SOP atas pemesanan 

atau rencana memasukkan barang. 

b. Jelaskan secara singkat bagaimana 

proses akses ke area perusahaan 

Anda perusahaan a. Apakah 

Pengeluaran Barang 
(dilampirkan SOP terkait) dan Penimbunan, 6 Pemasukan. 

d. Apakah perusahaan Anda 

mempunyai SOP dan menyediakan 

perangkat komputer yang diperlukan 

untuk melakukan bade 1Lp data 

untuk mencegah hilangnya data 

atau informasi 
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(Meterai) 

Pemohon (PenanggungJawab 
Pusat Logtstik Berikat/Direksi) 

........... ' ··············· 
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*) Pilih salah satu 
**) Disesuaikan dengan persyaratan 
***) Khusus PLB E-Commerce 



1. Nama Perusahaan 

2. Alamat Perusahaan 

3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab 

4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab 
5. Bidang Usaha 

6. Bentuk Pengusahaan PLB 

7. Barang yang Ditimbun 

8. NPWP Perusahaan 

10.Lokasi yang dimohon untuk diberi status Pusat Logtstik Berikat: 
Alamat 

Des a/ Kelurahan 

Kecamatan 

Propinsi 

Nomor telepon 

Nomor fax. 

Pada hart ini tanggal ( ) bulan tahun kami yang 

bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No ..... tanggal ..... serta 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 28/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 

PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah 

cliubah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor /BC/2018, telah 

mendapatkan paparan atas proses bisnis calon Penyelenggara PLB/Pengusaha 
PLB/PDPLB*: 

NOMOR: . 

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS CALON PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

. ----------------------- ----------------------------------------------------------- 
KOP SURAT 

1. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis 

(d) 

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS DAN SCORE PENILAIAN PEMAPARAN 

PROSES BISNIS ATAS PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT /PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERiKAT /IZIN PDPLB *) 
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Harus 
terpenuhi 

3 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan 

Rekomendasi Kepala Kantor Pabean 

Proses Pemaparan Bisnis 

2 Kelengkapan Persyaratan Administratif 

Tidak Keterangan Ada 

Harus 
terpenuhi 

Komponen Penilaian Kriteria Penilaian 

Kelengkapan Persyaratan Fisik: 

a. Luas lokasi tanah dan/atau bangunan 
minimal 10.000 m2 atau ditimbun di dalarn 
tangki; 

b. Dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti 
kemas/sarana pengangkut lainnya; 

c. Mempunyai batas-batas dan luas yang 
jelas: 

ct. Mempunyai tempat untuk perneriksaan 
ftsik barang: 

e. Mempunyai ternpat untuk melakukan 
penimbunan, pemuatan, pernbongkaran: 

f. Mempunyai tempat atau area transit; 
g. Mempunyai tata letak dan batas yang jelas 

untuk melakukan setiap kegtatan 
sederhana. 

1 

No 

2. Form Penilaian Pemaparan Proses Bisnis * 

*) Coret yang tidak perlu 

Mengetahui 
Kepala Kantor Kanwil DJBC / Kepala KPU 
BC. atau Pejabat yang ditunjuk 

Ptmpinan Perusahaan 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

11. Kesimpulan 
Secara fisik. lokasi yang diajukan sebagat Pusat Logtsttk Berikat telah memenuhi 
syarat I tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan izin. 
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Catatan: 

Dapat diberikan Iztn PLB/Belum 
dapat cliberikan Izin PLB *) 

I 

I 
Kesimpulan 

6 Key Performance Indikator 

5 Potensi Dampak Ekonomi 

dan 
bangunan: 

- visi /misi perusahaan. 
c. SPI Perusahaan 
d. IT Inventory Perusahaan 
e. CCIV Perusahaan 
f. Kompetensi di bidang loglstlk 

- memiliki pengalaman di bidang logtstik: 
a tau 

- memiliki SDM berupa ahli logisttk 

g. Jenis barang yang ditimbun clan kegtatan 
sederhana yang dilakukan 

h. Supplier dan buyer 

(ticlak one to one) 

lahan 

4 Hasil dari Pemaparan Visi, Misi, dan Bisnis 

Plan Perusahaan: 

a. Performa presentasi 
- Dilakukan oleh Direkst Perusahaan 

sesuai Akta Perusahaan: 
- Pemapar memahami Isl paparan: 
- Isl paparan dapat menggambarkan 

profil bisnis perusahaan secara utuh. 
b. ProfilPen1sahaan 

- nilai Investasi. jumlah tenaga kerja, 

nilai asset 
- status kepemilikan 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

*) Dilampirkan bersama Bertta Acara Pemaparan Proses Bisnis 

Tanda Tangari 

Jabatan 

NIP 

Nama Pejabat Penilai 
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Keadaan fisik tempat/bangunan yang dimohon untuk dtberi status Pusat Loglstik 
Berikat: 

1. N arna Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab 
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab 
5. Bidang Usaha 
6. Bentuk Pengusahaan PLB 
7. Barang yang Ditimbun 
8. NPWP Perusahaan 
9. Bentuk Pengusahaan PLB 
10.Lokasi yang dimohon untuk diberi status Pusat Logistik Berikat: 

Ala mat 
Desa/Kelurahan 
Kecamatan 
Propinsi 
Nomor telepon 
Nomor fax. 

Pada hart ini . . .. . . . . . tanggal . . .. .. . ( .. . . . . . . ) bulan . . .. . . .. tahun .. . . . . . . kami yang 
bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor . 
No. .. .. tanggal .. .. . serta sesuai dengan Pera tu ran Menteri Keuangan Nomor 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat 
Logtstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap: 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI 
NOMOR: . 

KOP SURAT 

(a) 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI DAN 

REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR PABEAN 

LAMPIRAN [( 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 13EA DAN CU KAI 
NOMOR PER-I I/13C/201!\ TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 13EA DAN 
CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA 
LAKSANA PUSAT LOGISfIK 13ER!KAT 
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cl. Sarana clan Prasarana Ker]a: 

1) Ruangan kerja Bea Cukai 

2) CC1V dan Monitor Televisi 

di lokasi 3) Tempat untuk melakukan pemuatan/pembongkaran . 

......................... seluas . 

4) Tempat atau area transit untuk barang yang telah didaftarkan 

pernberitahuan pabeannya, di lokasi seluas . 

2) Tern pat untuk melakukan penimbunan. di lokasi . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . seluas 

b. Akses ke tempat lokasi *) 

Lokasi yang ada dapat dimasuki/ticlak dapat dimasuki dart jalan 
umum/jalur perairan. 

Dapat/tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang. 
c. Uraian fastlitas bangunan *) 

Dalam lokasi tempat/bangunan yang akan menjadi Pusat Logtstik Berikat 
terdapat: 

1) Tempat untuk pemeriksaan fislk barang, di lokasi seluas 

Sebelah selatan berbatasan dengan yang dibatasi oleh 

berbatasan dengan yang dibatasi oleh Sebelah utara 

berbatasan dengan . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang dibatasi oleh Sebelah barat 

berbatasan dengan yang dibatasi oleh Sebelah timur 

II. Pengusaha Pusat Logtstik Berikat/PDPLB PT *) 

Luas Lokasi ........ 

Batas: 

Sebelah selatan berbatasan dengan yang dibatasi oleh 

berbatasan clengan yang clibatasi oleh Sebelah utara 

berbatasan dengan . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang dibatasi oleh Sebelah barat 

berbatasan dengan .. . .. . .. .. . .. . . . . . yang clibatasi oleh Sebelah timur 

a. Luas lokasi 

I. Penyelenggara Pusat Logistik Berikat PT . 

Luas Lokasi . 

Batas: 
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*) Coret yang ticlak perlu 

Mengetahui 
Kepala KPU /Kepala Kantor Pabean 

Pimpinan Perusahaan 
Pejabat Bea dan Cukai clan Pemeriksa ............... ' ··············· 

Demikian Serita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

g. Kesimpulan 
Secara fisik, lokasi yang diajukan sebagai Pusat Logtstik Berikat telah 
memenuhi syarat I tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan Izin. 

············································································································· 

f. Lain - lain 

e. Lampiran: 
1. Peta lokasi /tempat yang akan dijaclikan Pusat Logtstik Berikat. 
2. Tata letak (lay oua Pusat Logtstik Berikat. 
3. Foto-foto Pusat Logistik Berikat. 

akses dari ruangan Bea Cukai .... 
3) Komputer clan media komunikasi data 
4) Sarana clan Prasarana Lain 

lokasi CCTV 
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dan kelengkapan dokumen, sebagai berikut: 
a. lokasi yang akan menjadi Pusat Logistik Berikat telah memenuhi 

persyaratan, 

b. sarana dan prasarana Pusat Logtstik Berikat telah tersedia dan slap 
dlgunakan, 

c. yang bersangkutan telah melampirkan kelengkapan dokumen, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
PER-Ol/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor . 

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan 
tidak sedang memiliki tunggakan pungutan bea masuk dan cukai dan tidak 
sedang diblokir. 

...................................................................... 

....................................................................... 
······································································ 
······································································ 
······································································ 
....................................................................... 
······································································ Nama 

Alamat Kantor 
Lokasi PLB 
NPWP 
Penanggung Jawab 
Bidang Usaha 
Bentuk Pengusahaan 
PLB 

2. Terhadap permohonan yang bersangkutan. telah dilakukari pemeriksaan lokasi 

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC 
di . 

Sehubungan dengan surat Nomor Tanggal Hal . 
bersama ini kami sampaikan sebagai berikut : 
1. Perusahaan dengan data dibawah ini mengajukan permohonan Penetapan 

Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Izin Penyelenggara Pusat Logistik 

Berikat, Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin 

Pengusaha Pusat Loglstik Berikat, atau Iztn PDPLB : 

tanggal/bulan/tahun Nomor 
Lampiran 
Hal 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

KOP SURAT 

(b) 

CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR PABEAN 
UNTUK PENDIRIAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

_ -·=· "'',~- u.b. 
,··.--:~~:,~:'K~J~:ija ... Bagian Umum 

._. ....... :,.J;· ~ ',. ..\~ 
t· <'. ---~---· ~· .: 

.', ~I I . »->: £.1-~tM~II\ 
,··,'"'if ;~ :'.. . ..., ,.. .,\ ~ ·: 
;\ ~ \ - - aliJurl} Adrijanto " ... \ , .. ,. 
':~·<·, NIP .1'9:Z00412 198912 1 001 

• '·,· ...... ' '-1 r ,._,v' /) -· ...... · ... ~ . :/ 
··ei. .... :.e,~ ". ·.,,x~-r~ .. ,. J) 

c- -:.-.;.:,,,;:-· .. ;:..-'3/ 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 
HERU PAMBUDI 

NIP . 

Kepala Kantor. 

6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami teruskan berkas permohonan 
dimaksud untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. 

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. 

4 (informasi lain yang perlu disampaikan apabila masih ada 
kriteria dan persyaratan fisik yang masth terutang) .. 

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami berpendapat permohonan yang 
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan. 
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a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT 
............ Nomor tanggal diperoleh kesimpulan bahwa 
lokasi PT . . . . . . . . . . . telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai 
Pusat Logtstik Berikat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a. perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logisttk Berikat dan Pemberian Izin 
Penyelenggara Pusat Logistik Berikat Kepada PT : 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Pemerintah Nom01- 32 Tahun 2009 tentang Tempat 
Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5768); 

MENTER! KEUANGAN. 

Mengmgat 

Menimbang 

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT ....... 

TENTANG 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR: . 

(a) 

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN DIREKTURJENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-ll/l3C/2018 TENTANG PERU!3AHAN 
ATAS PERATURAN DlREKTUR JENDERAL l3EA DAN 
CUKAI NOMOR PER-01/13C/2016 TENTANG TATA 
LAKSANA PUSAT LOGISTIK l3ERIKAT 
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2) (diisi dalam hal terdapat lebih dart 1 lokasi) 

Sebelah Barat 
Sebelah Timur 
Sebelah Utara 
Sebelah Selatan 

batas-batas dengan ........... M2 
lokasi: 

Penanggung Jawab 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak 
g. Bentuk Pengusahaan PLB 
h. Lokasi PLB 

1) Alamat 
Luas lokasi 

e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ 

d. Alamat Pemilik/Penanggung 
Jawab 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT 
SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT . 
Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Pusat Logistik Berikat serta 
memberikan izin Penyelenggara Pusat Logisttk Berikat kepada: 
a. Nama Perusahaan PT . 
b. Alamat Kantor Perusahaan . 
c. Nama Pemilik/Penanggung 

Jawab 

MEMUTUSKAN: 

3. Hasil pemaparan business plan perusahaan pada tanggal 

2. Bertta Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal 
* 

1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal 

3. Peraturan Mentert Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logisttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentert 
Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018: 

4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata 
Laksana Pusat Logistfk Berikat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nornor PER- . 
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Menetapkan 

Memperhatikan 



NIP . 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH / 

KEPALA KPU 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

Penetapan dan pembertan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh 

peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, 

Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor: 

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum PERTAMA dievaluasi secara periodik paling kurang satu tahun 
sekali berdasarkan: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang 

Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat 

Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Nomor : dan 

b. Syarat clan ketentuan pemberian izin sebagaimana ditetapkan dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan 

Menteri Keuangan ini. 

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagairnana dimaksud dalarn 
diktum PERTAMA dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan 

pencabutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

28/PMK.04/2018 dan/atau berdasarkan pertimbangan dari hasil 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA. 

Keputusan Menteri Keuangan int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salman Keputusan Mentert Keuangan ini clisampaikan kepacla: 

1. Menteri Keuangan: 

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

3. Direktur Jenderal Pajak; 

4. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC; 

5. Kepala KPPBC ; 

6. Pimpinan PT . 
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KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 



*) Apabila masih ada 

NIP ... 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH I 
KEPALAKPU 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal . 

N. PEMENUHAN KRITERIA DAN PERSYARATAN FISIK YANG MASIH TERUTANG •) 
PT ....... dapat beroperasi apabila telah memenuhi ...... 

V. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIATUR SECARA KHUSUS 

c. 
b. 

a. 
III. UKURAN KEBERHASILAN 

c. 
b. 

a. 
II. HAL-HAL YANG DILARANG 

c. 
b. 

a. 
I. KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI 

SYARAT DAN KETENTUAN YANG DIBERLAKUKAN 

ATAS PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

KEPADAPT ... 

Menteri Keputusan Lampiran 
Keuangan 
Nomor 

Tanggal 
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a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT . 

Nomor tanggal , diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT .. 

telah memenuhi syarat untuk clitetapkan sebagai Pusat Logistik 
Bertkat: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin 

Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekaligus Izin Pengusaha Pusat 

Logisttk Berikat Kepada PT : 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661): 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5768); 

MENTER! KEUANGAN, 

Menglngat 

Menimbang 

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 

PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT ... 

TENTANG 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR: ... 

(b) 

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS 

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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Sebelah Barat 
Sebelah Timur 
Sebelah Utara 

- Sebelah Selatan : 

........... M2 dengan batas-batas 
lokasi: 

Luas lokasi 

g. Bentuk Pengusahaan PLB . 
h. Lokasi Keseluruhan PLB (Penyelenggara PLB) 

1) Alamat . 

e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ 
Penanggung J awab 

f. Nomor Pokok Wajib Pajak 

Jawab 
d. Alamat Pemilik/Penanggung 

Jawab 

Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Pusat Logistik Berikat serta 
memberikan izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekaligus izin 
Pengusaha Pusat Logtstik Berikat kepada: 
a. Nama Perusahaan PT . 
b. Alamat Kantor Perusahaan .. 
c. Nama Pemilik/Penanggung 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT 
SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERlKAT DAN PEMBERlAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERlKAT SEKALIGUS IZIN 
PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERlKAT KEPADA PT . 

MEMUTUSKAN : 

3. Hasil pemaparan business plan perusahaan pada tanggal 

2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal 
* 

I. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logtsttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata 

Laksana Pusat Logtsttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Direktur .Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- .. 
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PERTAMA 

Menetapkan 

Memperhatikan 



Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepacla: 

1. Menteri Keuangan; 

2. Direktur Jenderal Bea clan Cukai: 

3. Direktur Jenderal Pajak: 

4. Direktur Fasilltas Kepabeanan DJBC; 

5. Kepala KPPBC ; 

Penetapan clan pemberian persetujuan sebagaimana dlmaksud dalam 

diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh 

peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, 

Perpajakan dan ketentuan lain di bidang imper dan ekspor: 

Penetapan clan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum PERTAMA dievaluasi secara periodik paling kurang satu tahun 
sekali berdasarkan: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang 

Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 clan Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat 

Loglstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Direktur Jencleral Nomor ......... ; clan 

b. Syarat clan ketentuan pemberian izin sebagaimana ditetapkan dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan 
Menteri Keuangan ini. 

Penetapan clan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksucl clalam 

cliktum PERTAMA clicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan 

pencabutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nom01· 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logtstik Berikat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

28/PMK.04/2018 clan/atau berdasarkan perttmbangan dart hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksucl pada Diktum KETIGA. 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

j. Barang Yang Ditimbun 

2) (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi) 

Sebelah Barnt 

Sebelah Timur 

Sebelah Utara 

- Sebelah Selatan : 

batas-batas dengan ........... M2 

Iokasi: 
Luas Iokasi 

2) (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi) 

i. Lokasi PLB yang diusahakan senclili (Pengusaha PLB) 

1) Alamat . 
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KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 



NIP . 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH / 

KEPALAKPU 

Ditetapkan di . 

pada tanggal 
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6. Pimpinan PT . 



cl. ..... 

commerce . 

VI. UKURAN KEBERHASILAN 

a. PPh Badan 

b. Peningkatan Investasi 

c. Kewajiban Mengakomodir IKM 

• Alokasi tempat dan pengusahaan bagi Industri Besar dalam jurnlah . 

• Jumlah Kerjasama dengan IKM . 

• Jumlah hasll-hasll produksi IKM yang ditampilkan pada Platform E- 

c. 

b. 

a. 
V. HAL-HAL YANG DILARANG 

c. 

b. 

a. 
IV. KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI 

c. 

b. 

a. 
III. TUJUAN PENGELUARAN DAN KETENTUAN PENGELUARAN 

c. 

b. 

a. 
II. KEGIATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN 

c. 

b. 

a. 
I. KETENTUAN PENYEGELAN 

SYARAT DAN KETENTUAN YANG DIBERLAKUKAN 

ATAS PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS 

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

KEPADAPT . 

Tanggal 

Menteri Keputusan Lampiran 

Keuangan 

Nomor 
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*) Apabila masih ada 
NIP . 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH / 
KEPALAKPU 

Ditetapkan di . 
pada tanggal 

VII. PEMENUHAN KRITERIA DAN PERSYARATAN FISIK YANG MASIH TERUTANG *) 
PT dapat beroperasi apabila telah memenuhi . 

VIII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIATUR SECARA KHUSUS 
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a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT 

............ Nomor tanggal diperoleh kesimpulan bahwa 

lokasi PT . . . . . . . . . . . telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai 
Pusat Logistik Berikat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Pembenan Izin Pengusaha di Pusat Logisttk Berikat Merangkap 

Penyelenggara di Pusat Logtstik Berikat (PDPLB) Kepada PT . 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5768); 

MENTERI KEUANGAN, 

Mengmgat 

Menimbang 

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT MERANGKAP 

PENYELENGGARA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PDPLB) KEPADA PT YANG 

BERLO KASI DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT . 

TENTANG 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR: . 

(c) 

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

MERANGKAP PENYELENGGARA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PDPLB) 
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Sebelah Timur 

........... M2 dengan batas-batas 

Penanggung Jawab 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak 
g. Bentuk Pengusahaan PLB 
h. Lokasi PDPLB 

1) Alamat 

Luas lokasi 
Lokasi 

Sebelah Barat 

Jawab 
d. Alamat Pemilik/Penanggung 

Jawab 
e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ 

Memberikan izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat rnerangkap 
Penyelenggara di Pusat Logisttk Berikat (PDPLB) kepada: 
a. Nama Perusahaan PT . 
b. Alamat Kantor Perusahaan . 
c. Nama Pemilik/Penanggung 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERlAN IZIN 
PENGUSAHA DI PUSAT LOGISTIK BERlKAT MERANGKAP 
PENYELENGGARA DI PUSAT LOGISTIK BERlKAT (PDPLB) KEPADA PT 
........... YANG BERLOKASI DI PUSAT LOGISTIK BERlKAT . 

MEMUTUSKAN : 

3. Rekomenclasi Penyelenggara Pusat Loglstik Berikat PT Nomor 
.... tanggal ..... 

4. Hasil pemaparan business plan perusahaan pada tanggal 

2. Serita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal 
* 

1. Surat Kepala Kantor Nomor tanggal hal 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logtsttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018: 

4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata 

Laksana Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea clan Cukai Nomor PER- . 

-106- 

PERTAMA 

Menetapkan 

Mernperhatikan 



Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 
3. Direktur Jenderal Pajak: 
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC; 
5. Kepala KPPBC ; 
6. Pim pin an PT .. 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pemberian izln Pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap 
Penyelenggara di Pusat Logistik Berikat (PDPLB) sebagaimana dimaksud 
dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh 
peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, 
Perpajakan dan ketentuan lain. di bidang impor dan ekspor: 

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 
diktum PERTAMA dievaluasi secara periodik paling kurang satu tahun 
sekali berclasarkan: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang 

Pusat Logistik Berikat sebagatrnana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur 
Jenderal Nomor PER-Ol/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat 
Logtsttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Nomor ......... ; clan 

b. Syarat dan ketentuan pemberian iztn sebagaimana ditetapkan clalam 
larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan 
Menteri Keuangan ini. 

Izin Pengusaha di Pusat Loglstik Berikat merangkap Penyelenggara di 
Pusat Logtsttk Berikat (PDPLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan 
pencabutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logtstik Berikat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
28/PMK.04/2018 dan/atau berdasarkan pertimbangan dari hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA. 

i. Barang Yang Ditimbun 
2) (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi) 

Sebelah Utara 

- Sebelah Selatan : 

-107- 

KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 



NIP . 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH / 

KEPALAKPU 

Ditetapkan di . 

pada tanggal .. 
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ct. 
commerce . 

VI. UKURAN KEBERHASILAN 

a. PPh Badan 
b. Peningkatan Investasi 
c. Kewajiban Mengakomodir IKM 

• Alokasi tempat dan pengusahaan bagt lndustri Besar dalam jumlah . 
• Jumlah Kerjasarna dengan IKM . 
• Jumlah hastl-hasil produksi IKM yang ditampilkan pada Platform E- 

c. 
b. 

a. 
V. HAL-HAL YANG DILARANG 

c. 
b. 

a. 
N. KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI 

c. 
b. 

a. 
III. TUJUAN PENGELUARAN DAN KETENTUAN PENGELUARAN 

c. 
b. 

a. 
IL KEGIATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN 

c. 
b. 

a. 
I. KETENTUAN PENYEGELAN 

SYARAT DAN KETENTUAN YANG DIBERLAKUKAN 

ATAS PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS 

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

KEPADAPT . 

Tanggal 

Menteri Keputusan Lampiran 

Keuangan 

Nomor 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

*) Apabila masih ada 

NIP . 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH / 
KEPALAKPU 

Ditetapkan di .. 

pada tanggal . 

PT dapat beroperasi apabila telah memenuhi . 

VIII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIATUR SECARA KHUSUS 

VII. PEMENUHAN KRITERIA DAN PERSYARATAN FISIK YANG MASIH TERUTANG *) 
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Nomor Identitas 

Surat Tugas/Surat Kuasa No. 

Nama 

Bersama ini kami menyatakan bahwa dokumen untuk melengkapi 

permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai 

berikut: 

No Perubahan Sernula Menjadi Dokurnen Pendukung 

Yang dilampirkan 

c. Perubahan **) : 

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nom01· 

272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 dengan ini kami menyerahkan 

permohonan perubahan data tzin sebagai Penyelenggara Pusat Logistfk 

Berikat/Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDPLB*) sebagai berikut : 

a. Izin Pusat Logisttk Berikat Nomor ...... 

b. Alamat . 

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC I Kepala KPU BC 
di ........ 

Tanggal .. Nomor 

Lampiran: 

Hal : Permohonan perubahan data izin 

Pusat Logisttk Berikat 

KOPSURATPERUSAHAAN 

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT.LOGISTIK 

BERIKAT /PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS IZIN 

PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT /IZIN PDPLB*) 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER-ll/BC/2018 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DlREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAJ NOMOR PER-Ol/13C/20l6 TENTANG TATA 
LAKSANA PUSAT LOGlST!K BER!KAT 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat J enderal 

u.b. 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Pemohon (Penanggung Jawab 
Pusat Logisttk Berikat/Direksi) 

Demikian permohonan kami, jika permohonan kamt diterima, kami 
menyatakan bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Telepon 
Email 
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a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT 

............ Nomor tanggal diperoleh kesimpulan bahwa 

permohonan perubahan telah memenuhi persyaratan: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam 

huruf a. perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan .. .. (Pertama/Kedua/Dst ... ) *) Atas Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor .... Tentang ......... ; 

1. Undang-Undang Nom01- 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661); 

MENTERI KEUANGAN, 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ...... (PERTAMA/KEDUA/DST .... ) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI 

KEUANGAN NOMOR TENTANG .. 

TENTANG 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR: . 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

MENTERI KEUANGAN TENTANG KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT /PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT /IZIN PDPLB*) 

LAMPIRAN V 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL DEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-1l/I3C/2018 TENTANG PERUI3AHAN 
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL I3EA DAN 
CUKAJ NOMOR PER-OI/I3C/:?.lll6 TENTANG TATA 
LAKSANA PUSA T LOCIST!K I3ER!KA T 

-113- 



Salinan Kepu tusan Menteri Keuangan int disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
3. Direktur Jenderal Pajak: 
4. Kepala Kantor Wilayah ; 
5. Kepala KPPBC : 
6. Pimpinan PT . 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Mengubah diktum Keputusan Menteri Keuangan Nomor .. 
menjadi sebagai berikut: 
**) 

Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 
(PERTAMA/KEDUA/DST ) *) ATAS KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR TENTANG . 

MEMUTUSKAN : 

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor (dalam hal perubahan karena 
hasil pemeriksaan pejabat )* 

2. Surat Rekomendasi Nomor (dalam hal perubahan karena 
rekomendasi Instansi Teknis Terkait) 

3. Belita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor tanggal 
............ (dalam hal perubahan terkait luas lokasi PLB) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 6 I. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5768); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logisttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018: 

4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata 
Laksana Pusat Logisttk Berikat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- . 
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KEDUA 

PERTAMA 

Menetapkan 

Memperhatikan 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretarts Direktorat Jenderal 

u.b. 
Kepala Bagian Umum 

DIREKTUR JENDERAL. 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

*) pilih sesuai Izin yang diberikan. 
**) sesuaikan dengan data izin Pusat Logtstik Berikat yang bersangkutan. 

NIP . 

a.n. MENTER! KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH / 

KEPALAKPU 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 
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1. N ama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
3. Nama Pemilik/Penanggung jawab 
4. Alamat Pemilik/Penanggung jawab 

5. NPWP Perusahaan 
6. Lokasi Pusat Logtstik Berikat 

- Alamat 
- Desa/Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten/Kotamadya 
- Propmsi 

telah menyaksikan pencacahan atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di 
Pusat Logtstik Berikat: 

Pangkat 
Jabatan 

2. Nama/NIP 

1. Nama/NIP 
Pangkat 
Jabatan 

Pada hari ini tanggal ( ) bulan tahun kami yang 
bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor .. 
No. .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 dan Peraturan Direktur 
Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor .. . . . .. . . . kami: 

BERITA ACARA PENCACAHAN 
NOMOR: . 

KOPSURAT 

BERITA ACARA PENCACAHAN (STOCK OPNAME) 

LAMPI RAN XIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUI<AI NOMOR PER-ll/BC/2018 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUl<AI NOMOR PER­ 
O l /BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT 
LOGl5'TIK BERIKAT 
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DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 
HERU PAMBUDI 

*) Coret yang tidak perlu 

Mengetahui 
Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan 

Yang menyaksikan, 
Petugas /Pejabat Bea dan Cukai Yang melakukan pencacahan. 

Demikian Bertta Acara ini dibuat dengan sebenamya dan ditandatangani bersama. 

Tanggung jawab Petugas Bea dan Cukai adalah memastikan bahwa benar telah 
dilakukan pencacahan, sedangkan tanggung jawab Penyelenggara Pusat Logistik 
Bertkat. Pengusaha Logtstik Berikat, atau PDPLB adalah bertanggung jawab penuh 
terhadap kebenaran jumlah dan jenis barang yang dicacah. 

3. Nama 
Jabatan 

2. Nama 
Jabatan 

Pencacahan dilakukan oleh pihak perusahaan/pihak ketiga yang independen *): 

1. Nama . 
Jabatan 
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Demikian disampaikan agar menjadi maklum. 

4 . 

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan menglngat Pusat Logistik Berikat Saudara 
telah memenuhi kriteria pembekuan izin Pusat Logtsttk Berikat sesuai ketentuan 
di atas maka terhitung tanggal izin Pusat Logistik Berikat Sauclara 
dibekukan. 

3. Dengan pembekuan ini, maka Saudara tidak diperbolehkan untuk memasukan 
barang ke Pusat Logtstik Berikat sampai dengan lzin Saudara diberlakukan 
kembali. 

c .. 
b ·-·-·· 

1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan Izin 
Pusat Logistik Berikat Saudara, yaitu : 
a . 

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Mentert 
Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logtstik Berikat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018, dengan 
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

Yth. Pimpinan PT .. 

Pembekuan Izin Fasilitas Pusat Logistik Berikat 
a.n. PT - . 

Hal 
s - ·········· Nomor 

KOPSURAT 

SURAT PEMBEKUAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT /PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT / IZIN PDPLB 

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN DIREIITUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAJ NOMOR PER-11/BC/2018 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAJ NOMOR PER­ 
O l /BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT 
LOGJt,'TIK BERJKAT 
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DIREKTUR JENDERAL, 

-ttcl- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretarts Direktorat Jenderal 

u.b. 

NIP . 

Kantor Pabean, 

KPU/Kepala · Kepala 

a.n. Menteri Keuangan 
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Tembusan: 

1. Direktur Jenderal: 

2. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 

3. Kepala Kantor Wilayah. 



1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661); 

a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat Nomor 
............ Tanggal diperoleh kesimpulan bahwa pencabutan 
Penetapan sebagai Pusat Logtstik Berikat dan pemberian Izin 
Penyelenggara Pusat Logisttk Berikat / Penetapan sebagai Pusat 
Logistik Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Pusat Logtstik 
Berikat sekahgus izin Pengusaha Pusat Logisttk Berikat / PDKB *) atas 
nama PT telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang 
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang 

MENTER! KEUANGAN, 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN MENTERl KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTER! 
KEUANGAN NOMOR TENTANG . 

TENTANG 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERl KEUANGAN 

NOMOR: .... 

KEPUTUSAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT 
SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERlKAT DAN IZIN PENYELENGGARA 

PUSAT LOGISTIK BERlKAT. PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI 
PUSAT LOGISTIK BERlKAT DAN PEMBERlAN IZIN PENGUSAHA 

PUSAT LOGISTIK BERlKAT. ATAU IZIN PDPLB 

LAMPIRAN XV 
PERATURAN DIREICTUR ,JENDERAL BEA DAN 
CUKAI NO MOR PER-11/BC/2018 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREICTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 
01 /BC/2016 TENTANG TATA LAI<SANA PUSAT 
LOGI5'TII< BERII<AT 
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Menginstrukstkan kepada Kepala Kantor untuk: 
1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal . . . . . . Peraturan Meriteri 

Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Bertkat 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 28/PMK.04/2018; 

2. Menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan kewajiban­ 
kewajiban lainnya yang timbul dari pencabutan Penetapan Tempat 
Sebagai Pusat Logistik Berikat Dan Izln Penyelenggara Pusat Logistik 
Berikat/Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logtstik Berikat Dan Izin 
Penyelenggara Pusat Logtstik Berikat sekaligus izin Pengusaha Pusat 
Logistik Berikat/PDKB*) atas nama PT sesuai dengan Peraturan 

Pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logisttk Berikat Dan Izin 
Penyelenggara Pusat Loglstik Berikat / Penetapan Tempat Sebagal Pusat 
Logistik Berikat Dan Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekahgus 
Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDKB *) PT .ini tidak 
menghilangkan kewajiban PT membayar seluruh 
hutang/kewajiban PT . . .. . .. . .. kepada negara, apabila ada: 

Ten tang Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN 
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR TENTANG .. 

MEMUTUSKAN : 

2 . 

1. Surat Kantor Pabean Nornor tanggal hal 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4998) sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5768); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logtstik Berikat sebagatmana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata 

Laksana Pusat Logtstik Berikat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- . 
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KETIGA 

KEDUA 

PERTAMA 

Menetapkan 

Memperhatikan 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat J enderal 

u.b. 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

*) pilih sesuai izin yang dicabut 

NIP . 

a.n. MENTERI KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH / 
KEPALAKPU 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan; 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 

3. Oirektur Jenderal Pajak: 
4. Oirektur Fasilitas Kepabeanan DJBC; 
5. Kepala KPPBC ; 
6. Pimpinan PT . 

Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik 
Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018; 

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas. 
kepada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai. 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT 
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